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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam, yang
tanpa rahmat dan karunia-NYA, tak kan mungkin bisa selesai penulisan buku

Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada pembimbing utama
kita, Baginda Rasulullah saw, yang membawa kita dari alam kegelapan kepada
alam yang penuh dengan terang benderang, bermandikan Iman, Islam dan
Ihsan.

Buku Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) ini berisikan tentang gambaran
umum hukum kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam, asas-asas
kewarisan, syarat, rukun, dan penghalang kewarisan, macam-macam ahli waris
dan cara pembagiannya, penyelesaian pembagian warisan apabila ahli waris
hanya terdiri dari Ashabul Furudh (penyelesaian dengan cara ‘aul dan radd),

Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) 5



perhitungan pembagian warisan yang menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, perhitungan pembagian warisan bagi ahli waris yang mempunyai kasus
tertentu, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah, kewarisan dalam kompilasi hukum

Islam (KHI), dan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan.

Penulisan buku ini telah diusahakan menggunakan bahasa yang sederhana

disertai contoh-contoh pembagiannya agar dapat dengan mudah dipahami.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan pegangan dan referensi,
baik bagi para mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun S2 yang mendalami
hukum kewarisan Islam, para pejabat yang berada di lingkungan Departemen
Agama, para pejabat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama serta

masyarakat yang ingin mendalami masalah-masalah kewarisan dalam Islam.
Samarinda, 26 Nopember 2019 M

Penyusun,

Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I.
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Gambaran Umum Tentang
Hukum Kewarisan Islam

A. DEFINISI KEWARISAN ISLAM

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris,

yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada
ahli warisnya.'

llImu yang mempelajari warisan disebut ‘ilm al-mawaris atau lebih dikenal
dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jama’ dari faridah, yang
diartikan oleh para ulama Faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu
bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardu sebagai suku kata dari kata

faridah,? menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain adalah:

1. Taqdir, yaitu suatu ketentuan, seperti tercantum dalam QS al-Bagarah/2:
237.

- - - -
> -~
2 . -4 3 -7

fuo U Cafasd diay ;f&m 155

-

*\\

' Dian Khairul Umam, Figih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 11.
Lihat juga Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi
dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), him. 238.

*Fatchur Rahman, llmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994), him. 32.
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Terjemahnya:

“..Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...”3

2. Qat'u,yaitu ketetapan yang pasti, seperti tercantum dalam QS al-Nisa/4: 7.

w 05 L 5N ol sl 35 L &
%fu Gt 5

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

bahagian yang telah ditetapkan.”*

3. Inzal, yaitu menurunkan seperti tercantum dalam QS al-Qasas/28: 85.

S 18 Al S e sl )
Terjemahnya:

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum al-

Qur‘an), benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.” >

4.  Tabyin, yaitu penjelasan, seperi tercantum dalam QS al-Tahrim/66: 2.

g9 S ried

M‘«Lﬁ-ﬁw\u;;.u

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan

Terjemahnya:

diri dari sumpahmu.”®

3Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), him.
48.

4Departemen Agama RI, Al-Quran..., him. 101.
*Departemen Agama RI, Al-Quran..., him.557.
6Departemen Agama RI, Al-Qurian..., him. 819.
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5. Ihlal, yaitu menghalalkan, seperti tercantum dalam QS al-Ahzab/33: 38.
Lo

}/}ﬁ / s > w AR /. 1
Terjemahnya:

“Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan

Allah baginya.””

6. ‘Ata’, yaitu pemberian, seperti semboyan bahasa Arab yang berbunyi:
Lo 35 L3 &, £

Maksudnya:

“Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan

pinjaman.”

Keenam arti di atas dapat digunakan, sebab ilmu faraid mengandung
saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti
dan telah dijelaskan oleh Allah swt. tentang halalnya sesuai dengan peraturan-
peraturan yang telah diturunkan.®

Lafaz al-Mawaris (3’:»;\}237) merupakan jamak dari lafaz miras (é)\}g),

maksudnya adalah:
S AVETROWA RVF S 6)\ i
Maksudnya:

“Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwatrisi oleh yang lainnya.”

Para ahli faraid banyak memberikan definisi tentang ilmu faraid atau ilmu
mawaris. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional

berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad al-Syarbiny mendefinisikan ilmu faraid atau ilmu mawaris

sebagai berikut:
T Wioo 1 w g S < o, . &// ! S .°E
a5 45 ) fiesth e 8255 el sl 4
2 ~w o o o
55 83 N 8 G a3l 8 835

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., him. 598.
®Fatchur Rahman, llmu Waris (Bandung: Al-Maarif, 1994), him. 32.
°Hasanain Muhammad Makhluf, A-Mawaris fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah (Kairo: al-Bayyan al-‘Araby, 1958),

him. 9.
Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) 11



Maksudnya:

“llmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang
cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan
tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak

waris (ahli waris).”"°

Hasbi al-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

S

“Suatu ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa

Maksudnya:

yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara

pembagiannya.™

Muhammad Muhyidin ‘Abd al-Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

R

Z 2 - 0o ~ ° o og
TS AT, Yoz 0l W 2 o 0% et o NP, 2
SH G 5 065 S £ BB B ) st 2L
Maksudnya:
“llmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap

orang yang berhak menerimanya (ahli waris).""*

Sedangkan Ahmad Rifa’i Arief mendefinisikan sebagai berikut:

2 “o ~ e & < o R ~ i‘;{ o _ 8., R 2R . /i 2 .

by B A Liadly Al b O 3y sl
L - z o S

Maksudnya:
“Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-

bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta

peninggalan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya.”’

"’ Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, Mugni al-Mukhtaj, Juz Ill, (Kairo: Mustafa al-Bab al- Halaby, 1958),
him. 3.

"Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 6.

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Ahkam al-Mawaris fi al-Syari‘ah al-Islamiyyah ‘ala Mazahib
al-Aimmabh al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984), him. 7.

" Ahmad Rifa’i Arief, Taisir al-Ma‘asur fi ‘llm al-Faraid (Tangerang: PonPes Daar El-Qolam, t.t.), him. 1.
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah “hukum
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing."'*

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid atau
ilmu mawaris adalah ilmu yang mebicarakan hal ihwal pemindahan harta
peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup,
baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima
harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara

penyelesaian pembagian harta peninggalan itu."

B. ASAS KEWARISAN

Asas kewarisan hukum Islam terdiri atas; 1) asas ijbari, 2) asas bilateral, 3)

asas individual, 4) asas keadilan berimbang, dan 5) asas akibat kematian.'®
1. Asas ljbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung
arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada
ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa

digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya."’

Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan
orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum
Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak
berkewajiban memikul utang yangditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya
hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta
yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan
hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima
hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung

risiko untuk melunasi utang pewaris.'

14Departemen Agama R.l., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2002), him. 81.

15Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2002), him. 15.

' Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), him. 17.
7 Amir Syarifuddin, Hukum ..., him. 17-18.
"® Amir Syarifuddin, Hukum ..., him. 18. Lihat juga Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Inter-

masa, 1977), him. 84-85.
Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) 13



ljbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia
tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya,
karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada

ahli warisnya.

Adanya asasijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa
segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan

dari segi kepada siapa harta itu beralih."

Unsur ijbari dari segi peralihan harta dari pewaris yang meninggal dunia
kepada ahli warisnya dapat dilihat dalam al-Qur’an surah al-Nisa ayat 7
yang menjelaskan bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari
harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib atau
bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan
oleh pewaris terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris
tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya
sebelum meninggal dunia. Demikian juga dengan ahli waris, tidak perlu

meminta-minta kepada (calon) pewarisnya.?

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bagian atau hak ahli waris dalam
harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun
ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa
yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah
ditentukan itu. Hal ini tercermin dalam kata mafrudan yang makna asalnya
adalah ditentukan atau diperhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau
diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib
yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan

kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an.?’

Bentuk ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka
yang berhak atas harta peninggalan itu karena hubungan kekerabatan
maupun karena hubungan perkawinan sudah ditentukan secara pasti,
sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya

dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang

" Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 18.
2°Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 53-54.
! Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 19.

14 Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.



berhak. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah al-Nisa ayat 11, 12 dan
176.22

Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris
diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping
memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.
Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan
1/8.2

Ketentuan ini bersifat tetap karena diperoleh dari al-Qur'an dan bersifat
ta'abbudi yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Yang
disebutkan terakhir inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum

kewarisan Islam itu.?

Meskipun hak dan bagian ahli waris sudah ditetapkan secara pasti, dalam
hukum kewarisan Islam, seseorang masih diperbolehkan dan diberikan
kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang
yang diinginkan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi maksimal 1/3 dari
harta peninggalan,® Selebihnya menjadi hak ahli waris menurut hukum.?
Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195
ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-
banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris
menyetujui!" ¥’

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima
hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan
laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini
mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam al-Qur’an surah al-Nisa ayat

7,11,12,dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuanya, dan antara dua

22Departemen Agama RI, Al-Qur‘an.., him.101-103, dan 139-140 .
® Ahmad Rofiq, Figh Mawaris Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 65.
* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Ul Press, 2004), him. 134-135.

*David S. Powers, Peralihan Politik Kekayaan Kritik Historis Hukum Waris, terj. Arif Maftuhin, (Cet. |; Yog-
yakarta: LKiS, 2001), him. 11.

*Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., Figih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Muamalat, Munakahat, Jinayat
(Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 181.

7 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:
Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), him. 205.
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orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-
Qur’an surah al-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan
berhak mendapatkan harta warisan dari ibu dan ayahnya. Demikian
juga dalam surah al-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan
berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana
halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Di
samping itu ditegaskan pula bahwa ayah danibu berhak mendapatkan
warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, bila pewaris

meninggalkan anak.?®

Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi
bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan
saudara sebagai ahli waris dapat dilihat dalam al-Qur’an surah al-Nisa
ayat 12 yang menjelaskan bahwa bila seorang laki-laki meninggal, dan
mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara
perempuan) berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini menjelaskan
bahwa bila seorang laki-laki meninggal, dan mempunyai saudara,
maka saudaranya (saudara laki-laki dan saudara perempuan) berhak
mendapatkan harta warisan. Demikian juga bila seorang perempuan
meninggal, dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-

laki dan saudara perempuan) berhak mendapatkan harta warisan.?
Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan
dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan
dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli
waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-
masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian

yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti

% Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990), him. 168.

16

29Zainuddin, Pelaksanaan..., hlm. 55.
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mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan

kewajiban >

Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari aturan-
aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu
sendiri. Sebagai contoh, dalam surah al-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa
anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau
keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan anak perempuan
berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya
baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing)

mempunyai rincian tertentu.’’

Ayat 11, 12, dan 176 Surah al-Nisa juga menjelaskan secara rinci hak
masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Kalau
pembagian menurut azas individual ini terlaksana, setiap ahli waris
berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya

bila ia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak.

Apabila belum, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut
ketentuan perwalian. Wali tersebut, bertanggung jawab mengurus
harta orang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya,
memberikan pertanggungjawaban dan mengembalikan harta itu bila
pemiliknya telah mampu bertindak sepenuhnya mengurus miliknya
yang (selama ini) berada di bawah perwalian dengan harta kekayaan

orang yang mengurusnya (wali).>

Bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat dengan
adat tertentu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebabnya
adalah dalam pelaksanaan hukum kewarisan kolektif itu, mungkin
sengaja atau tidak, ikut termakan harta anak yatim yang sangat

dilarang oleh ajaran Islam.
4.  Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti
keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan

kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.

** Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 169.
o Zainuddin, Pelaksanaan ..., hlm. 56-57.

32Zainuddin, Pelaksanaan ..., him. 57.
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Asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang
diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang
sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam

kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding
satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak

perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Nisa/4: 11.
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Terjemahnya:

“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian

dua orang anak perempuan.”*

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak,
memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan
berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya
diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi
juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih
banyak materi daripada perempuan.?* Hal tersebut di atas dikarenakan
laki-laki — dalam ajaran Islam — memikul kewajiban ganda yaitu untuk
dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita,
sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Nisa/4: 34.
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Terjemahnya:

“Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka

memberi nafkah dengan harta mereka.”*

33Departemen Agama RI, Al-Quran.., him. 101-102.
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*Departemen Agama RI, Al-Quran..., him. 108.
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Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban
dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat
bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa
yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-
laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari
yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya

sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.

Inilah keadilan dalam konsep Islam.*® Jadi, standar keadilan yang
mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang

berimbang dan bukan keadilan yang merata.’’
5. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan
ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat
dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta
seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah
orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta
seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta

warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.®®

Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang
hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan
dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke

dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.*

Asas akibat kematian seseorang mempuyai kaitan dengan asas ijbari
yang sudah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja
menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.
Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu,
seseorang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya
setelah ia meninggl dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan

tersendiri, terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

* Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 25-26.

37Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam,
terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), him. 78-79.

** Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas (Yogyakarta:
EKONISIA, 2005), him. 17.

* Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 28.
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Oleh sebab itu, faktor telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli

waris adalah menjadi syarat utama dalam kewarisan Islam.*

C. SISTEM KEWARISAN

Di dalam hukum Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral.
Dengan adanya sistem kewarisan yang bersifat individual dapat diartikan bahwa
harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-
masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan
ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan atau
pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima dan menjalankan kewajiban,
yang di dalam usul fikih disebut “ahliyah al-wujub” Dalam pengertian ini, setiap
ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu, dan berhak

pula untuk tidak berbuat yang demikian.*’

Dalam hukum kewarisan Islam tidak dibedakan hak anak atas harta
peninggalan; anak sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja
lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan
orang tua.** Namun besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan
besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.
Misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga diberi hak lebih besar

daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.*®

Sistem kewarisan individual yang dikenal dalam hukum Islam ini sejalan
dengan pembawaan fitrah manusia. Manusia diciptakan Allah secara kodrati
suka kepada harta benda, suka memilikinya, bahkan juga berpembawaan kikir,
amat sayang membelanjakannya untuk kepentingan orang lain. Jika keinginan
manusia untuk memiliki sejumlah harta dapat terpenuhi, ia ingin memiliki
lebih banyak lagi. Manusia tidak akan merasa puas memilki harta yang sudah
diperolehnya, ia ingin menambah kekayaannya terus. Barulah setelah mati nanti,

manusia berhenti dari keinginannya memperkaya diri.*

“Muhammad Abu Zahrah, Al-Tirkah Wa al-Mawaris (Kairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1963), him. 100.
“ Amir Syarifuddin, Hukum..., him. 21.

* Abdul Ghofur Anshori, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kota Gede Yogyakarta” (Tesis
tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1988), him. 46-51.

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum ..., him. 134.
*“Lihat QS Al-Takasur/102: 1-2.
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Dengan sistem individual ini, berarti dapat disimpulkan bahwa kewarisan
kolektif dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut

dikhawatirkan akan memakan harta anak yatim yang terdapat dalam harta itu.*

Selain bersifat individual, kewarisan Islam juga bersistem bilateral, yang
berarti berbicara kearah mana peralihan harta itu di kalangan ahli waris.
Sistem bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan
beralih kepada atau melalui dua (2) arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang
menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak
kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan,
misalnya: Seorang laki-laki berhak mendapatkan harta warisan baik dari pihak
ayahnya maupun dari pihak ibunya. Demikian juga seorang perempuan berhak

mendapatkan harta warisan baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.*

Kendatipun demikian, keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan
pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang jauh, yang lebih kuat
hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.
Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara sekandung lebih

diutamakan daripada saudara seayah.*’

Menurut Hazairin,*® paling tidak terdapat tiga landasan teologis normatif,
yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur’an adalah

sistem parental/bilateral yang sifatnya individual, yaitu:

Landasan teologis normatif yang pertama QS al-Nisa/4: 23-24.

“ Amir Syarifuddin, Hukum. .., h. 23.

“ Amir Syarifuddin, Hukum..., h. 20. Lihat juga Sajuti Talib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet. 8;
Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 6-7.

¥ Ahmad Azhar Basyir, Hukum..., him. 133.

“® Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Tintamas, 1982), him. 11-12.
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Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;
saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan
yang sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali
yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-
Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari
isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-

isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

22 Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.l



mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana.”*

Apabila surah al-Nisa ayat 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya
kebolehan untuk saling kawin antara orang yang bersaudara sepupu, di samping
adanya penegasan tentang larangan menikahi saudara-saudara perempuan,
saudara-saudara ayah yang perempuan, saudara-saudara ibu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari

saudara-saudara perempuan, dan saudara perempuan yang sepersusuan.

Landasan teologis normatif yang kedua adalah QS al-Nisa>/4: 11.

4
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Terjemahnya:

“Allah mensyari‘atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak laki-laki
bagiannya dua kali bagian anak perempuan. Jika anak itu perempuan 2 orang atau
lebih, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak itu perempuan

satu orang saja maka ia memperoleh 1/2 bagian.”*°

Surah al-Nisa ayat 11 di atas menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki
maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya.*'

Sedangkan landasan teologis normatif yang ketiga adalah QS al-Nisa/4: 12
dan 176.
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49Departemen Agama RI, Al-Quran..., him. 105-106.
50Departemen Agama RI, Al-Quran..., him. 101-102.

*' Akhmad Haries, “Reaktualisasi Hukum Waris dalam Al-Qur’an),” Al-Mazahib, volume 1, no. 2, Desember

(2004), him. 192.
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Terjemahnya:

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara

seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga.”

Terjemahnya:
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi
fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia
tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”?

Surah al-Nisa ayat 12 dan 176 menerangkan bahwa kedudukan saudara

bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) adalah sebagai ahli waris.

D. SUMBER-SUMBER HUKUM KEWARISAN ISLAM

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan
adalah:

1.  Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara

jelas, di antaranya :

52Departemen Agama RI, Al-Quran...,him. 103 dan 139.
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.”*
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“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)

*QsS. Al-Nisa (4) : 7.
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sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”>*
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“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan
jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam

**QsS. Al-Nisa (4): 11
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yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at yang benar-benar dari

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” >
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“"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari)
saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-
laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui

segala sesuatu. >
Al-Sunnah

Hadis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pembagian warisan, antara

lain:

A oS e 2 dl el JWsedl
“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah.” (H.R.
Muslim dan Abu Dawud).

*QS. Al-Nisa (4) : 12.
*°QS. Al-Nisa (4) : 176.
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S5 o oY s R L Lelal s dllsadd

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya

masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ‘ashabah yang

lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari Muslim).

ljma’dan ljtihad

lima’dan ijtihad sahabat,imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan

dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan

oleh nash yang sharih.

Misalnya :

a.

Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam al-
Qur’an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah.
Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab
yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut

mendapat bagian secara mugasamah bersama dengan kakek.

Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek
yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-
saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apa-
apa lantaran dihijab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut
Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari
ijtihad para ulama mutagaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan

wasiat wajibah.*’

SEBAB-SEBAB KEWARISAN

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga

macam, yaitu :

1.

Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman

dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang

bernasab dengan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT:

*’Dian Khairul Umam, Figih Mawaris... , hlm. 15-16. Lihat juga Fatcur Rahman, //mu..., him.33.

28

Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I



. P Er A PR TY RN T PR S
;g;.fdl?ﬁjbvixab:\.@'_?-‘, ‘)j.?-u‘j:\.x.g r.,»/ ‘3.14‘; u—,‘,/.-\“)
£¢4 _ - “a 8 o P £ 2o }é
O bl oS § s sl faam 251 150005

= P2
ale
“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta
berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga).
orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” **

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi
dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan
merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan

begitu saja.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi

dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga (3), yaitu :
1. Furu’, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
2. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.

3. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui
garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya

tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.59
Karena hubungan Pernikahan
Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat,
yaitu :
a.  Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah
berkumpul maupun belum.

b. lkatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih

dianggap utuh.

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan pernikahan itu salah

satu sebab yang menjadikan suami atau isteri berhak untuk mendapatkan

**QS. Al-Anfal (8): 75.

*’Fatcur Rahman, lImu..., him. 116.
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30

warisan ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia adalah firman
Allah SWT yang berbunyi :
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Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan
jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-
laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
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dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli watris).
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at yang benar-benar dari

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.®
Karena Wala’

Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan
seorang hamba sahaya, kemudian hamba sahaya (budak) itu menjadi
kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang
memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Warisan ini dapat
diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli , dzawil

arham, atau suami-isteri.?’

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

(ke 3ine) ) b sV

“Hak wala’ itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahaya.”

Rasulullah SAW. menganggap wala’ sebagai kerabat berdasarkan nasab,

sesuai dengan sabdanya :

((.5\.4-\ 0l9)) g Y9 ﬁ\.,g‘)’ R PN L PEPS A
“Wala'’ itu ialah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual
dan dihibahkan.”

Sebab-sebab kewarisan menurut hukum Islam ini berbeda dengan sebab-

sebab kewarisan menurut hukum adat yang meliputi:
1. Keturunan

Keturunan di sini yang diuatamakan ialah anak. Anak sebagai ahli
waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengingat

perbedaan sifat kekeluargaan yang berkembang di berbagai daerah.

a. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan “parental”

(ibu-ayah), anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris.

b. Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan
"matrilineal” (garis ibu) atau "patrilineal” (garis ayah), maka hak
anak sebagai ahli waris menjadi dibatasi. Di Minangkabau, anak-
anak tidak menjadi ahli waris dari ayahnya sebab mereka masuk

ke dalam keluarga ibunya. Sedangkan di Tapanuli, anak-anak tak

*Qs. Al-Nisa (4): 12
' Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum waris, terj. Abdul Hamid Zarwan (Solo : Mantig, 1994), him. 36.
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dapat mewarisi ibunya. Di samping itu, ada beberapa variasi,
seperi di Bali yang menyatakan bahwa anak laki-laki tertualah
yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya
dengan kewajiban memelihara adik-adiknya. Di Batak sering
terjadi bahwa anak laki-laki yang termuda mewarisi seluruh harta

peninggalan orang tuanya.®
Perkawinan

Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya atau seorang suami yang
ditinggal mati isterinya di kebanyakan daerah lingkungan hukum
adat dianggap sebagai orang asing. Seorang isteri yang ditinggal mati
suaminya ia hanya dapat turut memiliki atau mengambil hasil seumur
hidup dari harta peninggalan suaminya. Seorang suami yang ditinggal
mati isterinya (di Minangkabau) tidak menerima apa-apa dari harta

peninggalan isterinya.

Meskipun demikian, di beberapa daerah, adat tersebut tidak berlaku.
Di Bali misalnya, duda mendapatkan warisan dari harta peninggalan
isterinya.s

Hak duda/janda dalam masyarakat Indonesia sangat berkaitan dengan
masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa

contoh berikut ini:

a. Di Jawa, Janda yang tidak ada anak berhak mendapat nafkah
untuk hidupnya dan tinggal di rumah almarhum suaminya untuk
seterusnya hingga untuk keperluan itu kadang-kadang harta
peninggalan dibiarkan di tangannya dan tidak dibagi-bagikan
termasuk barang asal suaminya. Kepada barang asal suaminya,
janda pada dasarnya tidak berhak, ia bukan waris dari padanya,
jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk menjamin
hidupnya, maka barang asal suami boleh dipakai untuk nafkah
hidup janda, sekedar atau selama barang asal itu benar-benar

diperlukannya.®

Dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terdapat

putusan-putusan bahwa janda adalah bukan ahli waris suami

2 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta: Tintamas, 1982), him. 15.
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63Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia (Bandung: Van Hoeve, t.t.), him. 28.

64Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), him. 95.

Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I



atas barang-barang warisan. Demikian juga terhadap barang
asal dari suami harus kembali kepada asalnya. Jika suami tidak
mempunyai anak, maka barang hasil pencaharian dan gono-gini
dapat diwarisi oleh janda bersama anak angkat jika ada anak
angkat, seperti yang diputus oleh Landraad Purworejo tanggal
25-8-1937 (T -148-299) dan yurisprudensi Mahkamah Agung
tanggal 5 -3 - 1958.

Menurut adat Jawa Tengah, janda dari seorang laki-laki yang
tidak mempunyai anak, ia tetap dapat menguasai barang gono-
gini sampai ia meninggal atau sampai kawin lagi.®* Dia dapat
menguasai harta gono-gini itu sebagai pengurus bukan sebagai

ahli waris.

Keadaan seperti di atas tidak akan ada artinya jika suami-isteri
itu mempunyai anak. Apabila ada anak, maka semua harta akan
dioperkan kepada anak, sedangkan anak harus memelihara
ibunya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada anak, maka harta
peninggalan yaitu barang asal dari suami, barang asal dari isteri
dan barang gono-gini dibagi-bagikan kepada anak, sedangkan
ibunya atau janda tersebut tidak mendapat bagian sedikitpun
dari harta peninggalan itu bahkan barang asal dari dia sendiri,
cukup dia dijamin nafkah hidupnya atau menumpang kepada
salah seorang anaknya. Tetapi mungkin juga janda itu diberi
bagian oleh suaminya satu bagian tertentu, kemudian sisanya

dibagi-bagiakn kepada anak-anaknya.®

Selain itu, kedudukan dan hak duda pun pada dasarnya sama
dengan kedudukan janda. Jadi apa yang berlaku atas janda
maka berlaku pula atas duda, sehingga duda tersebut berhak
mendapatkan nafkah dari harta peningglan setelah isterinya

meninggal dunia.’”’
Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 - 11 - 1975
no. 214 K/Sip/1973, duda berhak menguasai barang-barang asal

almarhum isterinya dan menikmati hasilnya selamaia hidup atau

*Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Alumni, 1983), him. 98.
66Soepomo, Bab-Bab..., him.97.
% Ibid.
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sampai ia kawin lagi dan ia tidak berhak mengoperkan kepada

orang lain. Demikian adat di Tuban.®

b.  DiBatak, Bali dan Lampung, dalam bentuk perkawinan memakai
jujur, seorang janda setelah wafat suaminya tetap berkedudukan
di tempat kerabat suaminya, ia tetap berhak menikmati
kekayaan yang di tinggalkan suaminya walaupun ia bukan
ahli waris suaminya, baik janda itu mempunyai keturunan atau
tidak sama saja. Hal ini pernah diputus oleh Pengadilan Negeri
Tapanuli dengan yurisprudensi tanggal 12 - 12 - 1953 no. 81 /
1953 / SHP. Ps. ¢ Di Tapanuli, janda dijamin dapat mewarisi harta
peninggalan suaminya dengan kewajiban mengasuh anak yang

belum dewasa, mengurus serta mengawasinya.

c.  Di Minangkabau, masyarakatnya bersifat matrilineal, maka di
sana harta dibagi menjadi 2 macam, yaitu harta pusaka tinggi
dan harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Harta pusaka
tinggi dikuasai oleh mamak kepala waris kerabat, sedangkan

harta pencaharian diwarisi oleh keluarga suami.”

Kesimpulannya ialah bahwa suami / isteri (duda / janda) tujuan
hidupnya adalah meneruskan kelangsungan keturunan dan keluarga.
Jika mereka mempunyai anak keturunan, maka tugasnya ialah
mengasuh dan membesarkan serta memberikan bekal hidupnya.
Dalam hal ini bekal itu ialah harta benda yang diperoleh suami / isteri
yang berasal dari warisan atau usaha mereka. Apabila salah seorang
dari keduanya meninggal dunia, maka isteri atau janda yang pada
umumnya memerlukan perlindungan, di dalam hukum adat janda itu
mempunyai hak jaminan dan nafkah hidupnya. Hakitu kadang-kadang
berupa bagian harta tertentu, kadang-kadang berupa harta gono-gini
dan kadang-kadang berupa hak untuk menguasai harta peninggalan.
Bagi duda jika ditinggl oleh isterinya pada umumnya tidaklah menjadi

masalah, karena suami sebagai seorang laki-laki pada dasarnya adalah

**Mahkamah Agung R. I, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia (Jakarta : Mahkamah
Agung, jilid I, t.t.), him. 89.

“Imam Muchlas, Waris Mewaris dalam Islam (Suatu Studi Kasus), (Pasuruan Garoeda Buana Indah, 1996),
him. 92.

70Soerojo Wignjodipoero, S.H., Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT Toko Gunung Agung,
1995), him.168.
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berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Meskipun demikian,
bagi masyarakat yang kekerabatannya bersifat bilateral , maka hak-hak
yang ada pada janda berlaku pula untuk duda. Bagi masyarakat yang
kekerabatannya bersifat matrilineal, maka duda mendapat bagian dari
hasil usaha bersama.”
3.  Adopsi

Anakangkat mendapatkan warisan menurut hukumadat sebagaimana
anak kandungnya sendiri. Namun kadang-kadang, ia dianggap anak
asing oleh kerabat-kerabat si mati terhadap barang asal dari ayah/ibu
angkatnya, sebab barang- barang tersebut tetap dimiliki oleh kerabat-
kerabatnya. Jika anak yang diadopsi itu adalah kemenakannya sendiri
maka ia menjadi ahli waris orang tua yang sebenarnya, kecuali di
Sumatera Selatan, hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya

sendiri terputus.
4.  Masyarakat Daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, maka harta peninggalan tersebut
jatuh kepada masyarakat daerah tempat ia tinggal yang dikelola oleh
kepala adat.

RUKUN-RUKUN KEWARISAN

Rukun kewarisan ada tiga (3), yaitu :

Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu

sebab-sebab pewarisan.

Pewaris, yaitu si mati, baik secara hakiki maupun secara hukum, seperti

orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.

Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak

yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.”?

SYARAT-SYARAT KEWARISAN

Syarat kewarisan ada tiga (3), yaitu :

"'Imam Muchlas, Waris..., him. 93
72As-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Semarang : Toha Putera, 1972), jilid lll, him. 426.
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1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti

orang yang hilang yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.

2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum,

seperti anak dalam kandungan.

3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang

pewarisan.”®

H. PENGHALANG-PENGHALANG KEWARISAN

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan,
atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat

warisan menjadi tidak mendapatkannya.”

Hal-hal yang dapat menggugurkan / menghilangkan hak seseorang

tersebut ada tiga (3), yaitu :
1. Pembunuhan

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk
mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW, di

antaranya adalah :

a. Riwayatan-Nasa'i:

S o 5 o g sl ) o i Jgury J
(bl 0lgy) o

“Rasulullah SAW. bersabda : “tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun

untuk mewarisi.”

b.  Riwayat Ahmad dari Ibn‘Abbas :
Y w0 M B 1 kg ke ) o ) Jgury JB
ol g9l oty A OIS Olg 0p Eylg &) S 4 Olg dip

(1 olgy) Sy Jo) sl

“Rasulullah SAW. bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban,

maka sesungguhnyaia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak

mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun

73As—Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Semarang : Toha Putera, 1972), jilid lll, him. 426-427.

74Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh..., him.32.
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korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi

pembunuh tidak berhak menerima warisan.”
2. Berlainan agama
Berlaianan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila
antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain tidak
beragama Islam.

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim.

(4 3a20) whudt BT Yy B Lokl & Y
“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi

harta orang Islam.”
3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status
kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai
hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak
terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap

melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

I - ,f "/ N ’“, < Z 2oz Z - 4.//;1,4/ //

5 3AT <kt \,Pj;wmduﬁwuﬂ

Q}J;jyvﬁfg\d)

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri
rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji

hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab Il pasal 173, dijelaskan tentang
terhalangnya ahli waris mewarisi harta benda keluarganya bias karena ditetapkan
oleh seorang Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bila dia

dihukum karena :

Qs. An-Nahl (16) : 75
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1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris.

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman

5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
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Macam-Macam Ahli Waris
Dan Cara Pembagionnya

ASHABUL FURUDH

Definisi Ashabul Furudh

Kata furudh (s23,®) merupakan jamak dari al-fardh (s2,Y). Dalam
memberikan definisi fardh ini, para ulama Faraidh - walaupun definisi-
definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda - pada
hakikatnya mempunyai persamaan persepsi dan maksud.
Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa pengertian fardh
itu adalah:

S G &ylal Loy il ggudt
“Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris

dalam menerima harta warisan.” 7®

Sedangkan Rifa’i Arief mengemukakan sebagai berikut :

Jslu I ey 3 0u W) wpY gl &l ol

"®Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris..., him. 37.
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“Bagian yang telah ditetapkan dalam hukum syara’ yang tidak akan
bertambah kecuali dalam masalah radd, dan tidak akan berkurang kecuali
dalam masalah ‘aul”

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa fardh adalah :

“Bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta

peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma’!"’®
Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan
ashabul furudh atau dzawil furudh adalah para ahli waris yang mempunyai
bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ (dalam al-Qur’an), yang
bagiannyaitu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-
masalah yang terjadi radd atau‘aul.

2. AhliWaris Ashabul Furudh
Para ahli waris ashabul furudh ada 12 orang. 8 orang perempuan dan 4
orang laki-laki.
Para ashabul furudh dari perempuan adalah :

a. Isteri

b.  Anak perempuan

0

Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
d. Saudari sekandung

e.  Saudari seayah

f.  Saudari seibu

g. lbu

h.  Nenek Sahihah

Para ashabul furudh dari laki-laki adalah :

a.  Suami

b. Ayah

c.  Kakek Sahih

d. Saudara seibu

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 184, dijelaskan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

”” Ahmad Rifa'i Arief, Taisir al-Ma’sur. .., him. 74.
"®Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh..., him. 74.
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a.  Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara

laki-laki, paman dan kakek;

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan,

saudara perempuan dan nenek;
b.  Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan

hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Bagian Yang Diterima Ashabul Furudh
Bagian-bagian yang diterima ahli waris adalah ; 2/3, 1/2,1/4,1/8,1/3,1/6.7°
a.  Yang Menerima Bagian 2/3

1) 2 orang anak perempuan atau lebih dengan ketentuan mereka
tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya

sebagai penerima ‘ashabah bil ghair.

2) 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih dengan
ketentuan mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari
anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah
bil ghair, serta tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan anak

perempuan.

3) 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan
ketentuan mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki
sekandung yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil
ghair, serta tidak mewarisi bersama ayah dan far'ul waris (anak
laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan

cucu perempuan dari anak laki-laki).

4) 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih dengan
ketentuan mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki
seayah yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil
ghair, serta tidak mewarisi bersama ayah, far'ul waris (anak
laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan
cucu perempuan dari anak laki-laki), serta saudara laki-laki atau

perempuan sekandung.

79Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris... hlm. 66-72.
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b. Yang Menerima Bagian 1/2

1)

2)

Suami dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far’'ul waris
(anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki,

dan cucu perempuan dari anak laki-laki).

Anak perempuan dengan ketentuan ia seorang diri dan tidak
mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai

penerima‘ashabah bil ghair.

Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ketentuan ia sendiri
dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang
menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta tidak

mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan.

Saudara perempuan sekandung dengan ketentuan ia seorang
diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung
yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta
tidak mewarisi bersama ayah dan far'ul waris (anak laki-laki,
anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu

perempuan dari anak laki-laki).

Saudara perempuan seayah dengan ketentuan ia seorang
diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seayah yang
menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta
tidak mewarisi bersama ayah, far'ul waris (anak laki-laki, anak
perempuan, cucu laki-laki darianak laki-laki, dan cucu perempuan
dari anak laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan

sekandung.

¢.  Yang Menerima Bagian 1/4

1)

Suami dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak
laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan

cucu perempuan dari anak laki-laki).
Isteri dengan ketentuan ketentuan ia tidak mewarisi bersama
far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari

anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
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Yang Menerima Bagian 1/8

1)

Isteri dengan ketentuan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul
waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak

laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).

Yang Menerima Bagian 1/3

1)

Ibu dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far'ul waris
(anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki,
dan cucu perempuan dari anak laki-laki), atau beberapa (dua
orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun

campuran, baik sekandung, seayah, seibu, maupun campuran.

2 orang saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih dengan
ketentuan mereka tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-
laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu
perempuan dari anak laki-laki), atau ashlu dzakarin, yaitu ayah
dan kakek.

Yang Menerima Bagian 1/6

1)

Ayah dengan ketentuan ia mewarisi bersama far’ul waris (anak
laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan

cucu perempuan dari anak laki-laki).

Ibu dengan ketentuan ia mewarisi bersama far'ul waris (anak laki-
laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu
perempuan dari anak laki-laki), atau beberapa (dua orang atau
lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran,

baik sekandung, seayah, seibu, maupun campuran.

Kakek dengan ketentuan ia mewarisi bersama far’'ul waris (anak
laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki,
dan cucu perempuan dari anak laki-laki), tetapi tidak mewarisi
bersama ayah atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.
Nenek dari pihak ayah dengan ketentuan ia tidak mewarisi
bersama ayah, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan pewaris
baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Nenek dari pihak ibu dengan ketentuan ia tidak mewarisi
bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan

si pewaris.
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6) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) dengan
ketentuan ia atau mereka mewarisi bersama seorang saudara
perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah,
yakni manakala ia tidak bersama ayah, far'ul waris (anak laki-
laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu
perempuan dari anak laki-laki), dan saudara laki-laki sekandung,
serta tidak bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya

sebagaimana penerima ‘ashabah bil ghair.

7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dengan ketentuan ia
hanya seorang diri, dan tidak mewarisi bersama far'ul waris (anak
laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan
cucu perempuan dari anak laki-laki), atau atau ashlu dzakarin,

yaitu ayah dan kakek.

8) Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) dengan
ketentuan ia atau mereka mewarisi bersama seorang anak
perempuan yang mempunyai bagian setengah yakni yakni
manakala ia tidak bersama anak laki-laki, atau tidak bersama
dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya

sebagaimana penerima ‘ashabah bil ghair.
4.  Contoh-Contoh Pembagiannya

a. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami dan saudari
kandung. Harta warisannya Rp. 800.000.000,-. Berapa bagian masing-

masing ahli waris ?

Suami:

172 1/2x2=1 1x800'02ﬂ: 400.000.000
Saudari kandung:

172 1/2x2=1 1X800.02M: 400.000.000

b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 2 saudari
seibu, dan ibu. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian

masing-masing ahli waris ?
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Suami:

1/2 1/2x6=3 3xw =120.000.000
2 Saudari seibu:

1/3 1/3x6=2 2xm = 80.000.000
Ibu:

176 1/6x6=1 1xw = 40.000.000

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah, ibu, dan 2
anak perempuan. Harta warisannya Rp. 120.000.000,-. Berapa bagian

masing-masing ahli waris.

Ayah:

1/6 1/6x6=1 1xm: 20.000.000
Ibu:

1/6 1/6x6=1 1xw= 20.000.000
2 Ank Perempuan:

2/3 2/3x6=4 4Xm= 80.000.000

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah saudara perempuan
sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, dan saudara perempuan
seibu. Harta warisannya Rp. 600.000.000,-. Berapa bagian masing-

masing ahli waris ?

Sdr. Pr. Skdg.:

1/2 1/2x6=3 3XM20'000 = 300.000.000
Sdr. Pr. Seayah:

16 1/6x6=1 'IXM: 100.000.000
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lbu:

1/6 1/6x6=1 1x%6°'°°°: 100.000.000

Sdr. Pr. Seibu:

176 1/6x6=1 1xw;0‘000= 100.000.000
B. ‘ASHABAH

1.  Definisi‘Ashabah

Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim mengemukakan bahwa yang

dimaksud dengan ‘ashabah adalah:

G A3 By S8 By 2B 055 A
o298 B i 13 badugs oo dl il Lo dsl JU

“Orang-orangyang mewaris tanpakadar (tertentu), dan dikatakan (pula) setiap
ahliwaris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa
yang tersisa setelah ashab al-furud, atau tidak mendapat bagian sama sekali

apabila harta peninggalan telah dihabiskan oleh ashab al-furud.” &

Sedangkan Muhammad al-Shadieq al-Syathy menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan ‘ashabah itu adalah:

Lo axs OIS0} 2l of o3l e JU IS 51> e

PS>

“Orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan
mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada ahli waris ashab al-furud.”®'

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ‘ashabah adalah ahli waris

yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al-furud.

Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris ‘ashabah terkadang

menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima

¥ Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, Figh al-Mawaris Dirasah Mugaranah (Riyadh: Maktab li al-Dak-
wah wa al-Irsyad, 1988), him. 3.

*' Muhammad al-Shadieq al-Syathy, Lubab al-faraid Syamil li al-Figh wa al-Hisab wa al-'Amal (Beirut: Dar
al-Garby, 1988), him. 27.
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bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena
telah habis diberikan kepada ashab al-furud. &

Macam-Macam ‘Ashabah

‘Ashabah ada tiga (3), yaitu:

a. ‘Ashabah binnafsi.

‘Ashabah binnafsi, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya

sendiri berhak menerima bagian ‘ashabah. Ahli waris kelompok

ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tigah (orang perempuan yang

memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

10.
11.
12.
13.

Anak laki-laki

Cucu laki-laki dari garis laki-laki

Ayah

Kakek

Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki seayah

Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
Paman sekandung

Paman seayah

Anak laki-laki paman sekandung
Anak laki-laki paman seayah

Mu'tiq dan Mu'tigah®:

Adapun dasar hukum tentang ‘ashabah binnafsi ini adalah hadis

Rasulullah SAW yang berbunyi:

g ade W Lo ) 0T wie A Loy e ol e
S5 e ds Y seb b L el ek Ji

(sl olgy)

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda : Berikanlah

bagian tertentu kepada orang yang berhak mendapatkan bagian

® Ahmad Rofiq, Figh..., him.72.
“lbn Rusyd, Bidayah alM-ujtahid wa Nihayah al-Mugtasid (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), him. 254.
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tertentu (ashabul furud) dan sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.”
(Hadis Riwayat Bukhari) 8
Contoh-Contoh Pembagiannya

1.  Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu,
dan saudara Ik2 sekandung. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-.

Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Isteri:

14 1/4x12=3 3xw ~120.000.000
Ibu:

173 1/3x12=4 4xw:1 60.000.000
Sdr. Lk2. Skdg:

Abn 12-7=5  5x 380000000 _, 000000

2. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ibu, suami dan
anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 960.000.000,-. Berapa bagian

masing-masing ahli waris ?

Ibu:

176 1/6x12=2 ZXW =160.000.000
Suami:

174 1/4x12=3 3xw =240.000.000
Anak laki-laki:

‘Abn  12-5=7 7xw =560.000.000

3. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak
perempuan, suami dan ayah. Harta warisannya Rp. 400.000.000,-.

Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Anak perempuan:

¥ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: Lebanon, 1997), Juz
12, him. 10. Kitab al-Faraid Bab Miras al-walad min Abihi wa ummihi, Hadis No. 6732.
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« 400.000.000

172 1/2x12=6 6 =200.000.000
Suami:

174 1/4x12=3 3XM =100.000.000
Ayah:

1/6 +'Abn 3 3xw =100.000.000

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ayah, ibu
dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Harta warisannya Rp.
300.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Ayah:

176 1/6x6=1 1XW= 50.000.000
lbu:

176  1/6x6=1 1XW= 50.000.000
Cucu laki-laki:

‘Abn6-2=4 4xw =200.000.000

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak
perempuan, isteri, ibu, saudara seibu, dan ayah. Harta warisannya

Rp. 960.000.000, Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Anak pr:

1/2 1/2x24=12 12)(% =480.000.000
Isteri:

1/8 1/8x24=3 3XW =120.000.000
lbu:

1/6 1/6x24=4 4Xw=160.000.000
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Sdr seibu : Mahjub
Ayah:

| 960.000.000
24

1/6+'Abn  24-19=5 5 =200.000.000

6. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah 4 anak
perempuan, ibu, dan ayah. Harta warisannya Rp. 360.000.000,-.
Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

4 Anak pr:

23 23x6=4  3x>00000:000 5 500.000

Ibu:

176 1/6x6=1 1XM = 60.000.000

Ayah:

360.000.000

1/6+'Abn  6-5=1 1Xx———— = 60.000.000

‘Ashababh bilghairi.

‘Ashabah bilghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena

bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa.

Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima

bagian tertentu sebagai dzawil furud. Ahli waris penerima ‘ashabah bil

ghairi ini adalah:

1.
2.

4,

Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki

Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki

garis laki-laki

Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki

sekandung

Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian

‘ashabah, maka bagian ahli waris laki-laki 2x bagian perempuan,
Dasarnya adalah firman Allah SWT:

oY) s e ST SN 3 ) (S
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"Allah mensyari‘atkan kepadamu tentang anak-anakmu. Untuk anak

laki-laki bagiannya dua kali bagian anak perempuan.”

oY) Lo Jre ST sludg Vi) 5951 195187 0l

“..Jika mereka beberapa saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk

seorang laki-laki bagiannya dua kali bagian perempuan.” %

Contoh-Contoh Pembagiannya:

1. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, 4
anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp.
200.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Isteri:

1/8 1/8x8=1 1xw =25.000.000
4 anak laki2:

‘Abg  8-1=7 7xw =175.000.000

2 anak pr: ‘Abg

Seorang anak laki-laki mendapat bagian:
2/10x 175.000.000 = 35.000.000

Seorang anak perempuan mendapat bagian:
1/10 x 175.000.000 = 17.500.000

2. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, ibu,
anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya Rp.

480.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

Suami:

174 1/4x12=3 3x%=120.000000
Ibu:

1/6 1/6x12=2 2Xw= 80.000.000

Qs. Al-Nisa (4): 11.
*°Qs. Al-Nisa (4): 176.
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Anak laki2:

« 480.000.000

‘Abg  12-5=7 7
12

=280.000.000

2 anak pr: 'Abg

Seorang anak laki-laki mendapat bagian:

2/4 x 280.000.000 = 140.000.000

Seorang anak perempuan mendapat bagian:

1/4 x 280.000.000 = 70.000.000

3. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu,
saudara laki-laki seayah dan 3 saudara perempuan seayah. Harta

warisannya Rp. 600.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli

waris ?

[steri:

1/4 1/4x12=3 BXW =150.000.000
Ibu:

1/6 1/6x12=2 ZXW =100.000.000
Sdr Ik2 seayah:

‘Abg 12-5=7 7xw =350.000.000

3 sdr pr seayah: 'Abg

Seorang sdr laki-laki seayah mendapat bagian:
2/5 x350.000.000 = 140.000.000

Seorang anak perempuan mendapat bagian:

1/5 x 350.000.000 = 70.000.00

4. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu,
ayah, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Harta warisannya

Rp. 192.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?
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Isteri:

1/8 1/8x24=3 3xw =24.000.000
lbu:

1/6 1/6x24 =4 4XM=32.000.000
Ayah:

1/6 1/6x24=4 4XM:34.OOODOO
Anak lak2:

‘Abg 24-11=13 13XM =104.000.000

2 anak pr: 'Abg

Seorang anak laki-laki mendapat bagian:

2/4 x 104.000.000 = 52.000.000

Seorang anak perempuan mendapat bagian:
1/4 x 104.000.000 = 26.000.000

‘Ashabah ma’al ghairi

Ashabah ma’al ghairi, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa

karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima

bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia tetap menerima
bagian tertentu sebagai dzawil furud. Ahli waris penerima ‘ashabah
ma’al ghairi ini adalah:

a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama
dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki
(seorang atau lebih).

b. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama
dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki
(seorang atau lebih).

Adapun dasar hukum tentang ‘ashabah maalghairi ini adalah

pelaksanan pembagian warisan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam

riwayat Ibn Mas'ud yang berbunyi:
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“Nabi Muhammad SAW memutuskan bagian anak perempuan setengah,

cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara

perempuan.” (Hadis Riwayat Bukhari).®”

sty ST e anly sl Coyy L o) Blae O
e Lo B Sy ped b srg Crad) Lgas
(slins )l 9l> gl oly)) (> daagy ol

“Mu‘adz ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan
dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman,
sedang Nabi SAW waktu itu masih hidup.” (HR Abu Dawud dan Al-
Bukhatri).

Contoh-Contoh Pembagiannya:

1. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, cucu
perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah.
Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian masing-

masing ahli waris ?

Suami:

14 1/4x4=1 1xm =60.000.000
Cucu pr. Grs. Lk2:

172 1/2x4=2 ZXM =120.000.000
Sdr. Pr. Seayah:

Amg 4-3=1 1xm =60.000.000

2. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, anak

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara

¥ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, him. 17. Kitab al-Faraid Bab Miras Ibn al-lbn idza lam
yakun ibn, Hadis No. 6735.
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perempuan sekandung. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-.

Berapa bagian masing2 ahli waris ?

Isteri:

1/8 1/8x24=3 3xw =60.000.000

Anak pr:

172 1/2x24=12 12XW =240.000.000

Cucu pr. Grs. Lk2:

16 1/6x24=4 4xw= 80.000.000

Sdr. Pr. Skdg:

Amg 24-19=5 wa =100.000.000
DZAWIL ARHAM

Definisi Dzawil Arham

Dalam pengertian umum, istilah dzawil arham mengandung maksud semua
ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan

darah dengan si mati. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an yang berbunyi :
c 2 - 'é/

;ﬁf&gﬂ)b’vﬂ;b:\_é_;—jbfuji;; ,»‘)..A‘; u—‘.-\“)

w A 1»{

=
T

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta

\e

berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga).
orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”™

*Qs. Al-Anfal (8) : 75
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Di dalam pembahasan figh mawaris, terminologi dzawil arham digunakan
untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashabul
furudh dan ‘ashabah.

Oleh karena itu, dzawil arham tidak berhak menerima bagian warisan
selama ahli waris ashabul furudh dan ‘ashabah masih ada.
Ahli Waris Dzawil Arham

Menurut penelitian Ibn Rusyd, ahli waris yang termasuk dalam dzawil arham
adalah :

—_

Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.

Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki.

Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan.
Anak perempuan dan cucu perempuan paman.

Paman ibu.

Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu.

Saudara perempuan ayah.

Saudara-saudara ibu.

© ©® N O U A W N

Kakek dari garis ibu.
Nenek dari pihak kakek.®

o

AHLI WARIS YANG TERHIJAB

Definisi Hijab

Hijab secara harfiah artinya satir, penutup atau penghalang. Dalam figh
mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang
hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya
terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris
yang menghalangi disebut hgajib, dan ahli waris yang terhalang disebut
mahjub. Keadaan menghalangi disebut hijab.

Macam-Macam Hijab

Hijab terbagi dua (2), yaitu :

a.  Hijab Nugsan, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian

ahli waris yang mahjub, seperti suami, yang seharusnya menerima

¥ Ahmad Rofiq, Figh..., him. 78-79.
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bagian 1/2, karena bersama anak laki-laki maupun perempuan,

bagiannya terkurangi menjadi 1/4.

Tabel Hijab Nugsan

No | Ahliwaris Bagian | Terkurangi Oleh Menjadi
1 |lbu 1/3 Anak atau cucu 1/6
1/3 2 saudara atau 1/6
lebih
2 | Ayah ‘ashabah | Anak laki-laki 1/6
‘ashabah | Anak perempuan | 1/6 + ‘ashabah

3 | lsteri 1/4 Anak atau cucu 1/8

4 | Suami 1/2 Anak atau cucu 1/4

5 | Saudara pr. 1/2 Anak / cucu pr ‘amg
Skdg / seayah
Saudara pr 2/3 Anak / cucu pr ‘amg
skdg / seayah
2/+

6 | Cucu pr. Grs. 1/2 Seorang anak pr 1/6
Lk2

7 | Saudara pr. 1/2 Seorang saudara 1/6
Seayah pr. Skdg

b.  Hijab Hirman, yaitu menghalangi secara total. Akibatnya hak-hak
waris ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya

ahli waris yang menghalangi.

Tabel Hijab Hirman

No Ahli waris Bagian | Terkurangi Oleh | Menjadi
1 | Kakek 1/6 Ayah =
2 | Nenek garis ibu 1/6 Ibu =
3 | Nenek garis ayah 1/6 Ayah dan lbu =
4 | Cucu k2 grs k2 ‘ashabah | Anak 1k2 -
5 | Cucu prgrs lk2 1/2 Anak k2

Cucu prgrs Ik2 2/+ 2/3 Anak pr 2/+ -
6 | Sdrlk2 skdg ‘ashabah | Anak k2, cucu
Sdr pr skdg 172 | lk2,danayah
Sdr pr skdg 2/+ 2/3 =
7 | Sdr1k2 seayah ‘ashabah | Anak 1k2, cucu
Sdr pr seayah 1/2 k2, ayah, sdr |k2
Sdr pr seayah 2/+ 2/3 S.ele) Sl pr ety
bersama anak/
cucu pr

Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi) 57



58

Sdr 1k2/pr seibu

Sdr 1k2/pr seibu 2/+

1/6
1/3

Anak k2 & anak
pr, cucu Ik2 &
cucu pr, ayah &
kakek

Anak Ik2 sdr k2
skdg

‘ashabah

Anak k2, cucu
Ik2, ayah/kakek,
sdr 1k2 skdg/
seayah, sdr pr
skdg/seayah

yg menerima
'ashabah ma’al
ghair

10

Anak Ik2 sdr seayah

ashabah

Anak 1k2, cucu
Ik2, ayah/kakek,
sdr Ik2 skdg/
seayah, anak 1k2
sdr 1k2 skdg, sdr
pr skdg/seayah
yg menerima
‘ashabah ma’al
ghair

11

Paman sekandung

‘ashabah

Anak k2, cucu
Ik2, ayah/kakek,
sdr 1k2 skdg/
seayah, anak Ik2
sdr k2 skdg, sdr
pr skdg/seayah
yg menerima
"ashabah ma’al
ghair

12

Paman seayah

‘ashabah

Anak k2, cucu
Ik2, ayah/kakek,
sdr 1k2 skdg/
seayah, anak 1k2
sdr 1k2 skdg, sdr
pr skdg/seayah
yg menerima
'ashabah ma’al
ghair & paman
skdg
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13

Anak k2 pmn skdg

‘ashabah

Anak k2, cucu
Ik2, ayah/kakek,
sdr 1k2 skdg/
seayah, anak 1k2
sdr 1k2 skdg, sdr
pr skdg/seayah
yg menerima
'ashabah ma’al
ghair, paman
skdg/seayah

14

Anak k2 pmn
seayah

‘ashabah

Anak k2, cucu
Ik2, ayah/kakek,
sdr 1k2 skdg/
seayah, anak 1k2
sdr 1k2 skdg, sdr
pr skdg/seayah
yg menerima
'ashabah ma’al
ghair, paman
skdg/seayah &
anak k2 paman
skdg
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Penyelesaian Pembagian Warisan
Apabila Anli Waris Hanya Terdiri Dari
Ashabul Furudh (Penyelesaian Dengaon
Cara ‘Aul Dan Radd)

Apabila dalam suatu kasus pembagain warisan, ahli warisnya hanya terdiri

dari ashabul furudh, ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu :

1.

Terjadinya kekurangan harta, yaitu apabila ahli waris banyak dalam

furudhul muqgaddarah dilaksanakan apa adanya. Oleh karena itu, cara

penyelesaiannya adalah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli

waris dikurangi secara proporsional m,enurut besar kecilnya bagian yang

mereka terima. Ini disebut masalah ‘AUL.

Terjadinya kelebihan harta, karena ahli waris ashabul furudh hanya sedikit

dan bagian penerimaannya juga sedikit. Dalam kasus ini, sebagian pendapat

mengatakan bahwa kelebihan harta warisan itu dikembalikan kepada ahli
waris. Pendapat lain menghendaki agar sisa harta diserahkan kepada baitul
mal. Pendapat yang lain mengatakan agar sisa harta dikembalikan kepada
ahli waris, tetapi khusus ahli waris selain suami atau isteri, yakni ahli waris
nasabiyah yang memiliki hubungan darah dengan si mati. Pengembalian
harta disebut RADD.
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3. Bagian yang diterima ahli waris persis sama dengan harta warisan yang
dibagi. Jika terjadi pembagian seperti ini disebut dengan masalah‘ADILAH.

Yang terakhir ini tidak menimbulkan persoalan.

Oleh karena itu, yang akan dijelaskan berikut ini hanya berkaitan dengan
masalah “AUL dan RADD.

A. "AUL

1. Definisi‘Aul
As-Sayyid Sabiqg mengemukakan bahwa ‘aul itu adalah :

B

L} V.M\ﬂbu.» By QL,QE.’) f}f“‘” S9° r\.@.w L} SJLU'

R
“Adanya kelebihan saham dzawil furudh dan adanya kekurangan kadar
bagian mereka dalam pembagian harta warisan.”

Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa ‘aul itu adalah :

“Kurangnya kadar (bagian) harta peninggalan atas kelebihan jumlah saham

para ahli waris.”

Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa ‘aul itu adalah :
golie (3 Oladig EATOY J‘.o? o5 eledl sas (3 8L
T2 aAl e Lol Bl 13 sluast)

“Adanya kelebihan dalam saham-saham para ahli waris dari besarnya asal

masalah, dan adanya kekurangan dalam kadar penerimaan mereka karena

asal masalahnya tidak cukup untuk memenuhi fardh-fardh ashabul furudh.”

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa ‘aul adalah adanya kelebihan
jumlah saham daripada asal masalah, dan dengan sendirinya terjadi

pengurangan kadar (bagian) para ahli waris.

2. Perdebatan Masalah ‘Aul

9DAs—Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid lll, (Semarang : Toha Putera, 1972), him. 442.
o As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid lll, (Semarang : Toha Putera, 1972), him. 442.
92As—Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid lll, (Semarang : Toha Putera, 1972), him. 442.
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Masalah ‘aul merupakan masalah ijtihadiyah. Sebab, tidak ada satu nash
(baik al-Qur'an maupun hadis) pun yang menerangkan masalah ‘aul, dan
masalah tersebut belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Abu
Bakar al-Shiddig RA. Masalah‘aul ini baru muncul pada masa pemerintahan
Umar bin Khattab RA.

Para ulama mengatakan, bahwa kasus ‘aul pertama kali muncul adalah
ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh seorang sahabat tentang
penyelesaian pembagian warisan dimana ahli warisnya terdiri dari: suami
dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Suami menerima 1/2 karena
tidak ada anak, dan 2 orang saudara perempuan sekandung menerima 2/3.
Jika asal masalahnya 6, maka suami menerima bagain 1/2, berarti 1/2 x 6 =
3, dan 2 orang saudara perempuan sekandung menerima 2/3, berarti 2/3 x

6 = 4. Jadi jumlah seluruhnya 7, artinya kelebihan 1.
Menghadapi pertanyaan tersebut, Umar bin Khattab bimbang. Beliau

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang harus didahulukan. Sebab,
sekiranya beliau telah mengetahuinya, beliau tentu tidak akan menemui
kebimbangan. Kemudian disampaikanlah masalah ini kepada Zaid bin
Tsabit dan Abbas bin Abdul Muthalib seraya beliau berkata : “Sekiranya
aku mulai dengan memberikan bagian kepada suami, maka bagian 2
orang saudara perempuan sekandung, tentu tidak sempurna bagiannya,
atau sekiranya aku mulai memberikan bagian kepada 2 orang saudara

perempuan sekandung, tentu suami tidak sempurna bagiannya.?

Atas dasar pendapat sahabat Abbas bin Abdul Muthalib tersebut dan
disaksikan oleh Zaid bin Tsabit, beliau menyelesaikan kasus di atas dengan
cara‘aul, yaitu menaikkan angka asal masalah sebesar angka jumlah bagian

yang diterima ahli waris semula.

Ahli waris bagian AM6 Di'aulkan7  Penerimaan
Suami 1/2 3 3/6 3/7
2 Sdr pr skdg 2/3 4 4/6 4/7

7 7/6 7/7

Di samping itu, ada juga sahabat yang menolak keberadaan ‘aul, yaitu Ibn
Abbas. Sayangnya, meskipun ia menentang pendapat ayahnya sendiri, ia
tidak berani mengemukakannya kepada Umar bin Khattab. Baru setelah

Umar wafat, ia mengeluarkan fatwanya.** la mengatakan :

* Muhammad Yusuf Musa, Al-Tirkah wa al-Mirats, him. 322.
94 .
1bid.
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“Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang ileh Allah Ta'ala didahulukan,

atau diakhirkan orang yang oleh-NYA diakhirkan, maka tidak ada masalah

‘aul dalam pembagian warisan sama sekali.”

Setelah mendengar fatwa lbn Abbas, seseorang mengajukan pertanyaan:
“Siapakah orang yang didahulukan oleh Allah ?”. Beliau menjawab: “Orang
yang didahulukan dari bagian yang satu ke bagian yang lain oleh Allah,
seperti suami-isteri atau ibu. Mereka itulah yang didahulukan oleh Allah.
Orang yang dipindahkan dari bagian tertentu kepada bagian yang bukan

ditentukan - seperti anak saudara perempuan - itulah yang diakhirkan.*

Ketika Ibn Abbas didesak dengan pertanyaan: “Bagaimana jika terjadi
masalah ‘aul ?” Beliau menjawab: “Kugabungkan yang bahaya-bahaya
kepada yang lebih jelek keadaannya, yaitu anak-anak perempuan dan
saudara-saudara perempuan.” Atas dasar penjelasan lbn Abbas di atas, laki-
laki penanya berkomentar: Fatwamu itu tidak berfaedah bagimu sedikitpun,
sebab andaikata kamu meninggal, sungguh harta peninggalanmu dibagi
oeh ahli warismu tanpa mengindahkan fatwamu itu” Mendengar bantahan

ini, Ibn Abbas marah sekali seraya mengatakan:

“Katakan kepada mereka yang berpendapat adanya ‘aul, sampai nanti kami
berkumpul, lalu kami berdo’a kepada Tuhan hingga Allah menimpakan laknat-
NYA kepada parapembohong. Sungguh Zat yang sanggup menghitung jumlah
butir-butir pasir di padang ‘Alij tidak akan menjadikan harta peninggalan dua
paroan dan satu pertigaan. Oleh karena apabila ini telah dikurangi separo dan

separo lagi, maka dimanakah tempat yang sepertiga ?"

Memperhatikan perdebatan yang cukup sengit di atas, boleh jadi sahabat
Ibn Abbas tidak menemui sendiri secara langsung kasus pembagian warisan
yang harus diselesaikan dengan cara ‘aul. Sebab andaikata beliau pernah

menghadapinya, besar kemungkinan sikapnya akan menjadi lain. Yang

*Fatcur Rahman, lImu..., him. 410.

**Muhammad Abd. Al-Rahim, al-Muhadarat fi al-Miras al-Mugaran (Kairo:t.p., t.t.), him. 209. Muhammad
Yusuf Musa, Al-Tirkah..., him. 317.
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jelas, pendapat Ibn Abbas tersebut diikuti oleh Fugaha Syi'ah Imamiyah dan
Ja'fariyah.””

Alasan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas adalah:

1)  Ketentuan bagian warisan telah diatur dalam al-Qur'an secara
sempurna.Oleh karenaitu, setiap pemilik hak atas furud al-muqaddarah
harus dipenuhi. Apabila ternyata tidak memungkinkan, maka hak-hak
sebagian ahli waris yang dalam keadaan tertentu berubah menjadi
“ashabah, seperti anak-anak dan saudara, tidak perlu dipenuhi
bagiannya. Konsekuensinya, sebagai penerima ‘ashabah, sewaktu-
waktu harus menerima bagian kecil atau bahkan tidak menerimanya

sama sekali.

2)  Ahli waris ashab al-furud dipandang sebagai ahli waris yang harus
didahulukan pemberian hak-haknya.

Jadi apabila kembali kepada contoh kasus yang dihadapi oleh sahabat

Umar bin Khattab diselesaikan menurut pemikiran lbn Abbas adalah

sebagai berikut :

Ahli waris bagian AM 6
Suami 1/2 3
2Sdrprskdg  “as 3

6

Bagian 2 saudara perempuan sekandung yang sedianya 2/3 bagian menjadi
1/2 meskipun tidak ada ahli waris lain yang kedudukannya bias mengubah
ketentuan bagian saudara. Jadi seakan-akan saudara meneriman bagian
‘ashabah ma’al ghair, karena ada suami. Padahal sesungguhnya ahli waris
yang bias mengubah hak waris saudara perempuan sekandung adalah
anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Argumentasi yang
dikemukakan adalah bahwa saudara perempuan bias berubah bagiannya
meneriman ‘ashabah ma’‘al ghair ketika bersama anak perempuan atau
cucu perempuan garis laki-laki, atau menerima ‘ashabah ma’‘al ghair ketika

bersama-sama dengan saudara laki-laki.

Mayoritas Sahabat, Tabi'in, dan para Ulama Mazhab terkenal menetapkan

bahwa masalah ‘aul memang ada. Alasan mereka :

Fatcur Rahman, lImu..., him.412.
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1. tidak ada ketentuan dalam nas baik al-Qur'an maupun al-Sunnah,
yang mengatur tentang pengutamaan ashab al-furud yang satu atas
yang lain. Begitu pula tidak ada ketentuan yang membedakan mereka,
karena harta warisan terdapat kelebihan atau kekurangan. Apabila
ada ahli waris yang didahulukan dan mengorbankan ahli waris yang

lain, berarti menetapkan hukum yang baru.

2. Rasulullah SAW memerintahkan dalam sabda beliau :

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan

bagiannya masing-masing ... (HR. Bukhari Muslim).

Kesimpulannya, masalah ‘aul adalah masalah jjtihadiyah dan kondisional
sifatnya. Nilai-nilai keadilan di dalamnya tergantung siapa dan darimana
melihatnya. Namun demikian, akan lebih adil jika di dalam penyelesaian
masalah semacam ini, tidak terjadi pemberian hak kepada ahli waris dengan
cara mengorbankan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, cara yang terbaik
adalah dengan cara ‘aul, agar bagian masing-masing ahli waris yang ada
dikurangi secara proposional. Apalagi, keberadaan suami atau isteri adalah
sebagai ahli waris sababiyah, yang dilihat dari hubungan kekerabatannya

adalah karena sebab perkawinan, bukan karena hubungan darah.

Demikianlah ijma’atau kesepakatan para Ulama yang oleh Fatchur Rahman
disebutkan telah terjadi sebelum Ibn Abbas mengeluarkan fatwanya.*®
Namun pada akhirnya, tergantung kepada pihak yang membagi dan
menyelesaikan pembagian warisan, mau mengikuti jalan fikiran Umar bin
Khattab atau mengikuti Ibn Abbas, akan lebih baik jika ahli waris yang ada
bisa menyepakatinya.

Dalam masalah ‘aul ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengikuti
pendapat Mayoritas Sahabat, Tabiin, dan para Ulama Mazhab terkenal
yang menetapkan bahwa masalah ‘aul memang ada. Hal ini sebagaimana

termaktub dalam pasal di bawah ini :
Pasal 192 :

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada

angka penyebut, maka angka penyebut dinakkan sesuai dengan angka

* Ibid.
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pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara ‘aul menurut
angka pembilang.
Contoh-Contoh Tentang Adanya ‘Aul

a.  Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri, ibu, 2 saudara
perempuan sekandung dan saudara seibu. Harta warisannya Rp.

600.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli waris ?

600.000.000

Isteri: 1/4 1/4x12=3 3XT =120.000.000
Ibu: 1/6 1/6 x12=2 ZXM = 80.000.000
2 Sdr. Pr.Skdg: 2/3 2/3x12=8 SX%OSO'OOO =320.000.000
Sdr seibu: 176 1/6x12=2 ZXW =80.000.000

b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 3 anak
perempuan, nenek dan kakek. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-.

Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Suami:  1/4 1/4x12=3 3xw =48.000.000
3 AnakPr: 2/3  2/3x12=8 SXW =128.000.000
Nenek: 1/6 1/6x12=2 ZXW =32.000.000
Kakek: 1/6+'as 2 ZXW =32.000.000

c.  Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, 2 saudara
perempuan seayah, dan nenek. Harta warisannya Rp. 960.000.000,-.

Berapa bagian masing-masing ahli waris?

Suami: 172 1/2x6=3 3Xw =360.000.000
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960.000.000

2 Sdr. Pr. Seayah: 2/3 2/3x6=4 4XT =480.000.000
Nenek: 176 1/6 x6=1 1Xw= 160.000.000

d. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah 4 isteri, 4 saudara
perempuan sekandung, dan 4 saudara perempuan seibu. Harta

warisannya Rp. 300.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli

waris?

4 |steri: 1/4  1/4x12=3 3xw =60.000.000

4 Sdr Pr. Skdg: 2/3  2/3x12=8 SXW =160.000.000

4 Sdr Pr. Seibu: 1/3  1/3x12=4 4xw = 80.000.000
B. RADD

1. Definisi Radd

Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa radd itu adalah :
Olaiy dys)l Olailyluie (38545 o of Jeall Lo 5]l
MCL@.MJ\ dde (3

“Radd kebalikan daripada ‘aul, yaitu adanya kelebihan pada kadar bagian ahli

waris dan adanya kekurangan pada jumlah sahamnya.”

Ahmad Rifa’i Arief mengemukakan bahwa radd itu adalah:
23 e e aoly g ALl Lol aledl sue 3 Olass
b 9\—;-Q3Y\

“Adanya kekurangan jumlah saham daripada asal masalah, dan adanya

kelebihan kadar bagian para ahli waris.”

**Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris. .., him. 122.

10 Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris. .., him. 122.
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Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa radd adalah suatu masalah/
kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal
masalahnya, dan dengan sendirinya, terjadi penambahan kadar (bagian)
para ahli waris. Karena pada masalah radd ini ada penambahan kadar
kepada para ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris
“ashabah. Sebab apabila ada ahli waris “ashabah, maka kelebihan tersebut

akan menjadi hak penerimaannya.
Perdebatan Masalah Radd

Terhadap penyelesaian masalah dengan cara raad ini, ternyata ada ulama
yang tidak setuju sama sekali. Sebagian ada yang setuju dengan syarat,
dan sebagian lagi menyatakan dengan tegas menerima. Di bawah ini akan

diuraikan perbedaan pendapat tersebut :

a. Raad atau pengembalian sisa harta warisan bisa dilaksanakan hanya
terbatas pada ahli waris nasabiyah. Jadi, ahli waris sababiyah - suami
atau isteri - tidak dapat menerima raad. Demikian pendapat mayoritas
(Jumhur) Ulama. Mula-mula pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin
Abi Thalib, kemudian diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal,
Fugaha Mutaakhirin dari mazhab Malikiyah, Syaft'iyah, Syi'ah Zaidiyah,
dan Syi'ah Imamiyah. Dasar hukum yang menjadi landasan hukum

mereka adalah :

1) Firman Allah SWT:
€ s - ’,';,’_, L. - >
ﬁfé&ﬁ)bv&ab.{\.@)} |)J.>-LA‘5:L’U ré“"ﬁ‘;uiv\”‘,

= P -k
DAk

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah
serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk
golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan
Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ™'

"' QS. Al-Anfaal (8) : 75
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Ayat tersebut dia atas pada prinsipnya adalah mengatur
pembagian warisan kepada ashabul furudh, tetapi kemudian
dijadikan dasar penyelesaian masalah raad. Pertimbangannya
adalah, mereka yang memiliki hubungan darah lebih pantas
menerima pengembalian harta sisa, daripada kaum muslimin
yang tidak ada ikatan kekerabatan atau hubungan darah. Karena
jika sisa harta itu diserahkan kepada baitul mal, maka kaum

muslimin itulah yang akan memanfaatkannya.

2)  Praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pada
suatu saat didatangi seorang perempuan yang menanyatakan
status budak yang baru saja diserahkan kepada ibunya,
dan beberapa hari kemudian ibunya meninggal dunia. Atas

pertanyaan itu, Nabi SAW menegaskan :

“Kamu pantas menerima pahala, dan budak itu kembali kepadamu

dengan jalan pewarisan.”"?

Atas dasar penegasan Nabi SAW tersebut, dapat dipahamibahwa
penyelesaian pembagian warisan dengan cara raad kepada ahli
waris adalah ditunjuk oleh sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau
saja Nabi SAW menyelesaikannya tidak dengan cara raad, maka
anak perempuan tersebut hanya berhak menerima separohnya
saja. Memang dalam hal ini, tidak ada penjelasan melalui contoh
harta lain, tetapi penegasan Rasul bahwa budak itu kembali
kepada anak perempuan itu dengan cara pewarisan adalah
isyarat yang cukup tegas, bahwa beliau setuju menempuh

dengan cara raad.

Jadi atas dasar alasan-alasan di atas, ahli waris yang berhak

menerima pengembalian sisa harta hanyalah ashabul furudh
nasabiyah.

b. Raad dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa harta warisan

kepada semua ahli waris yang ada, baik ashabul furudh nasabiyah

maupun sababiyah. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Usman

bin ‘Affan. Pertmbangannya, logika dan segi praktis pembagian

' Muhammad Yusuf Musa, Al-Tirkah wa al-Mirats..., him. 331.
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warisan. la mengatakan, suami dan isteri dalam masalah "aul bagian
mereka dikurangi, maka apabila terdapat kelebihan harta, maka
sudah sepantasnya mereka juga diberi hak untuk menerima kelebihan

tersebut.

c.  Pendapat yang menolak raad secara mutlak penyelesaian pembagian

warisan dengan cara raad. Demikian pendapat Zaid bin Tsabit dan
minoritas ulama lainnya, di antaranya, Urwah al-Zuhry, Imam Syafi’i,
Ibn Hazm al-Zahiry al-Andalusy, dan para Fugaha Malikiyah dan
Syafi'iyah.
Menurut pendapat ini, apabila dalam pembagian warisan terdapat
kelebihan harta, tidak perlu dikembalikan kepada ah;li waris, tetapi
diserahkan kepada baitul mal."® Kaum musliminlah yang berhak
memanfaatkannya. Seperti dikatakan Muhammad Syarbiny, Fugaha
Syafiiyah menegaskan, “baik baitul mal atau kas perbendaharaan
negara berfungsi dengan baik atau tidak, hak terhadap kelebihan
harta warisan itu berada pada kaum muslimin, dan kepada baitul mal
itulah sebagai nazir atau penanggung jawab atas kepentingan kaum
muslimin. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh dianggap sepi,
biarpun nazir tidak melaksanakan amanat mereka, hak-hak mereka
tidak bisa digusur.’®

Dalam penilaian Fatchur Rahman, pendapat tersebut didasarkan
kepada situasi dan kondisi umat Islam waktu itu yang sangat
membutuhkan biaya dan bantuan negara melalui wadah baitul mal.
Perubahan dan dinamika masyarakat di mana Fugaha Syafi'iyah
hidup, tampaknya mengalami perubahan dan kemajuan. Lebih-
lebih lagi, peranan baitul mal tidak lagi berfungsi secara optimal.
Sehingga dengan kenyataan semacam ini, Fugaha Syafi'iyah seperti
Ibn Saragah, Qadi al-husain al-Mutawally dan lain-lain, mengubah
pendapatnya. Kata mereka, dalam rangka refungsionalisasi kelebihan
harta, sebaiknya dikembalikan saja kepada ashabul furudh atau dzawil
arham jika ada secara proposional.

Pendapat terakhir tersebut cukup praktis dan rasional, namun

demikian tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Karena apabila suatu

103

Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, Mughnil..., him.6.
" Fatcur Rahman, lImu..., him. 424-425.
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saat kepentingan kaum Muslimin sangat membutuhkan pendanaan,
yang salah satunya misalnya harus dipenuhi melalui sarana baitul
mal, maka kelebihan harta perlu disetor ke baitul mal. Akan tetapi jika
kebutuhan umum hanya bersifat subsider saja, maka cara raad untuk
mengembalikan sisa harta kepada kepada ahli waris merupakan
langkah yang tepat.

Adapun alasan-alasan para Ulama yang menolak cara penyelesaian

pembagian warisan dengan raad, adalah :

a. Allah SWT telah menentukan bagian-bagian tertentu (furudhul
mugaddarah) kepada ahli waris ashabul furudh secara pasti
(gath'iy). Besar kecilnya bagian tidak perlu ditambah-tambah
atau dikurangi (QS. Al-Nisa (4) : 11-12). Menambah bagian ahli
waris melebihi ketentuan yang seharusnya diterima menurut
nas, berarti melampaui batas-batas yang digariskan oleh Allah.
Padahal terhadap mereka yang melampaui batas, Allah memberi

ultimatum dalam firman-NYA.

« e - -

Lot 1S DU 4530 0390 Aaiiy sal sy bl jans . a3

¢ o8t

Zngs lAE 43

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya
dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya;

dan baginya siksa yang menghinakan. '
b. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa Allah telah
menentukan hak-hak yang dapat diterima oleh seseorang ahli

waris. Sabda beliau menyatakan :

(el olyy) ai>= 3> s> S Jasl 6 & O]
“Sesungguhnya Allah Ta‘ala telah memberikan hak kepada
pemegang hak.” (Riwayat al-Tirmizy)

Hadis di atas dikeluarkan setelah turunnya ayat 14 surah al-nisa
seperti dikutip di atas. Artinya, hadis ini dimaksudkan untuk

menguatkan kehujjahan ayat tersebut. Oleh karena itu, siapapun

1% Qs. Al-Nisa (4) : 14
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saja ada kewajiban dan perlu memperhatikannya di dalam

melakukan pembagian harta warisan.

c¢. Para ahli waris yang telah menerima bagian tertentu tidak
berhak menerima sisa harta warisan, karena tidak ada jalan untuk
memilikinya. Untuk itu, sisa harta yang ada harus diserahkan
kepada baitul mal, seperti halnya harta peninggalan si mati yang

yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Dari ilustrasi di atas dapat ditegaskan bahwa di dalam pembagian

warisan, apabila terjadi kelebihan harta warisan, ada tiga versi, yaitu :

a.  Mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat, sisa harta dikembalikan
kepada ahli waris ashabul furudh nasabiyah atau ahli waris yang
memiliki hubungan darah dengan si mati. Suami atau isteri tidak
diberi hak untuk menerima raad, karena statusnya sebagai ahli

waris sababiyah.

b. ‘Usman bin Affan menyatakan bahwa sisa harta sisa harta
secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris yang ada
tanpa membedakan status kekerabatannya apakah ahli waris
nasabiyah atau sababiyah. Sudah barang tentu penerimanaan
sisa harta tersebut besar kecilnya sesuai dengan proporsi bagian
yang diterimanya.

¢. Zaid bin Tsabit menolak penyelesaian pembagian warisan
dengan cara raad secara mutlak. Menurutnya, sisa harta warisan
diserahkan kepada baitul mal atas kas perbendaharaan Negara.
Dalam konteks sekarang ini di Indonesia, badan atau lembaga
mana yang dapat diserahi sisa harta warisan, yang dapat
melakukan fungsi baitul mal, tampaknya perlu pemikiran dan
kesepakatan tersendiri.

Dalam masalah radd ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa

apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan
tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal

ini sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah ini:

Pasal 193:
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Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris
dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil
daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ‘ashababh,
maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara raad, yaitu
sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi

secara berimbang di antara mereka.

Sikap tegas yang ditempuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
yang hanya memberikan satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi
hukum, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak

menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya.
9. Contoh-Contoh Radd

a. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah anak perempuan
dan ibu. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. Berapa bagian masing-

masing ahli waris ?

240.000.000

Anak perempuan: 1/2 1/2x6=3 3xf =180.000.000
lbus /6 1/6x6=1 1xZ22 2250~ 60,000000

b. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah isteri dan ibu.

Harta warisannya Rp. 840.000.000,-. Berapa bagian masing-masing

ahli waris ?
Isteri: 1/4 1/4x12=3 3XM=360.000_000
lbu: 1/3 1/3x12=4 4xmz4so.ooo.ooo

c.  Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah ibu dan 2 saudara
seibu. Harta warisannya Rp. 720.000.000,-. Berapa bagian masing-

masing ahli waris ?

lbu: 1/6 1/6x6=1 1xm — 240.000.000
2 Saudara Seibu:1/3 1/3x6=2 ZXM =480.000.000
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Perhitungan Pembagion Warisan
Yang Menyimpang Dari
Ketentuan Yang Berlaku

GHARRAWAIN

Definisi Gharrawain

Secara bahasa, gharrawain berasal dari kata gharra, artinya menipu.
Menurut Abd al-Rahim, karena dalam masalah gharrawain tersebut terjadi

"penipuan”kepada ahli waris ibu. 1%

Ulama lain mengatakan, gharrawain adalah bentuk ganda (tasniyah) dari
kata gharr yang artinya cemerlang, seperti bintang. Disebut demikian,
karena masalah ini cemerlang bagaikan bintang.

Penyelesaian Masalah Gharrawain

Masalah gharrawain terjadi apabila di dalam pembagian warisan, ahli

warisnya terdiri dari :
a.  Suami, ibu dan ayah

b. Isteri, ibu dan ayah.
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Muhammad Abd. Al-Rahim, al-Muhadarat..., him. 190.
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Contoh:

a. Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami,

ibu dan ayah.
Suami : 1/2 1/2x6=3
lbu : 1/3 1/3x6=2

Ayah : ‘ashabah 6-5=1

b.  Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, ibu

dan ayah.
Isteri : 1/4 1/4x12=3
lbu :1/3 1/3x12=4

Ayah : ‘ashabah 12-7=5
Pada ke-2 contoh di atas, ayah mendapatkan bagian yang lebih kecil dari

ibu (contoh 1), dan mendapat bagian yang hampir sama dengan bagian
ibu (contoh 2). Sedangkan apabila tidak ada suami atau isteri, ayah
mendapatkan 2/3 dan ibu 1/3, serta adanya ketentuan bagian laki-laki dua
kali bagian perempuan. Maka dalam masalah ini, bagian ibu bukan 1/3,
melainkan 1/3 sisa (tsulutsul bagi). Dengan demikian, penyelesaian contoh

di atas adalah:

Contoh 1
Suami : 1/2 1/2x6=3
Ibu : 1/3sisa 1/3x(6-3)=1

Ayah : ’ashabah 6-4=2

Contoh 2
Isteri : 1/4 1/4x4=1
Ibu : 1/3sisa 1/3x (4-1)=1

Ayah : ‘ashabah 4-2=2

MUSYARAKAH

Definisi Musyarakah

Secara bahasa, musyarakah artinya berserikat, maksudnya adalah serikat
antara 2 orang atau lebih dalam sesuatu hal atau urusan. Dalam konteks ini,

yang dimaksud dengan musyarakah adalah apabila di dalam pembagian
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warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara-saudara sekandung
(tunggal atau jamak) sebagai ahli waris "ashabah tidak mendapatkan bagian
harta sedikitpun, karena telah dihabiskan oleh ahli waris ashabul furudh
yang di antaranya adalah saudara-saudara seibu. Misalnya, seseorang
meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, 2 saudara seibu dan 2

saudara sekandung. Bagian masing-masing ahli waris adalah :
Suami 172 1/2x6=3

Ibu 176 1/6x6=1

2 Saudaraseibu 1/3 1/3x6=2

2 Saudara skdg "ashabah

Dalam contoh di atas, 2 orang saudara sekandung tidak mendapat
bagian, sementara 2 orang saudara seibu mendapat 2 bagian. Tentu saja
penyelesaian masalah seperti ini mengandung persoalan, karena saudara-
saudara sekandung yang lebih dekat kedudukannya tidak mendapat
bagian.

Penyelesaian Masalah Musyarakah

Pada mulanya, Umar bin Khattab menyelesaikan masalah tersebut
berdasarkan ketentuan al-Qur'an seperti contoh tersebut. Akan tetapi
saudara-saudara sekandung yang merasa lebih dekat memprotesnya, dan
mereka mengeluh bahwa mereka telah dikeluarkan oleh saudara-saudara
yang tidak lengkap, yaitu saudara-saudara seibu yang dihubungkan hanya

dari garis perempuan saja. ' Mereka mengatakan :

¢ oJo—\j f‘ P Ll b\.‘% d\fbu 8] R LJ‘.."'"’}'U ﬂ.ﬁ\\g
“Wahai Amiral mu’minin, andaikata bapak kami adalah himar, bukankah
kami ini berasal dari seorang ibu yang satu ?” 1%

<

Ll oI @ e e OSTULI O o agl) ally
?349—\_5 (’Tuﬁ

“WahaiAmiral mu’minin, andaikata bapak kamiadalah batu yang dilemparkan

di dalam lautan, bukankah kami ini berasal dari seorang ibu yang satu ?” %
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Pada mulanya Umar bin Khattab keberatan mengabulkan tuntutan saudara-
saudara sekandung, dan mereka kembali dengan tangan kosong. Namun
mereka tidak puas, dan belakangan mereka mengajukan banding. Dengan
alasan yang sama, apabila ayah mereka dianggap himar, atau dianggap
ayahnya tidak ada, merekapun mempunyai hubungan kekeluargaan yang
sama dengan saudara seibu. Logika dan argumentasi ini kemudian diterima
oleh Umar. Oleh karena itu, mereka diizinkan untuk berbagi sama dengan

saudara-saudara seibu.

Dari sinilah maka kasus ini disebut dengan masalah musyarakah. Noel
J. Coulson menyebutnya dengan the donkey case (himariyah)."® Ada
yang menyebutnya dengan masalah mimbariyah,”" dan ada juga yang
mengatakan masalah hajariyah untuk mengumpamakan ayah saudara

sekandung adalah batu.

Langkah Umar memberi bagian dengan cara berbagi sama (musyarakah)
kepada saudara-saudara sekandung bersama saudara-saudara seibu,
kemudian diikuti oleh Imam Malik , Imam Syafi'i, dan Ishaq ibn Rahawaih.
Mereka mengemukakan alasan bahwa bahwa bagian saudara-saudara
sekandung itu identik dengan bagian saudara-saudara seibu, disebabkan
adanya persamaan jurusan dan kekerabatan. Karena itu tidak logis sekiranya
saudara-saudara yang hanya seibu dapat menggugurkan bagian saudara-

saudara sekandung.
Contoh:
Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, 2 saudara

seibu dan 2 saudara sekandung. Harta warisannya Rp. 720.000.000,-Berapa

bagian masing-masing ahli waris ?

Suami 12 1/2x6=3 3xw — Rp.360.000.000
lbu 1/6 1/6x6=1 1xw= Rp.120.000.000
2Sdrseibu 173 1/3x6=2 2x /00000000 _ o544 000.000

6
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2 Sdr skdg

Masing-masing saudara seibu maupun sekandung menerima bagian :

1/4 x Rp. 240.000.000 = Rp. 60.000.000,-

C. MASALAH KAKEK BERSAMA-SAMA SAUDARA

Para ulama sepakat bahwa bapak dapat menghijab (menghalangi) saudara
sekandung, seayah, dan seibu. Tetapi kakek dari garis ayah (al-jadd al-sahih)
ketika bersama dengan saudara-saudara, diperselisihkan oleh para ulama,
meskipun dalam keadaan tertentu menempati kedudukan bapak. Dalam hal
ini kakek hanya bisa menghalangi saudara seibu, sementara terhadap saudara

sekandung atau seayah, juga ada perbedaan pendapat.

1. Abu Bakar Ash-Shiddig, Ibn Abbas, Ibn Umar, al-Hasan, Ibn Sirin dan
Abu Hanifah berpendapat bahwa kedudukan kakek jika tidak ada bapak
adalah sama dengan kedudukan bapak. Oleh karena itu, kakek juga dapat
menghalangi saudara sekandung dan seayah secara mutlak."? Pendapat ini
juga didukung oleh Abu Tsaur, al-Muzany, Ibn Suraij dari mazhab Syafi'iyah,
dan Dawud al-Zahiri.' Alasan yang diajukan adalah bahwa penggunaan
kata "ab” (yang artinya ayah) dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah menunjuk
kata "jadd” (kakek), seperti firman Allah SWT:
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Dan aku pengikut agama bapak-bapakku Yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub.
Tiadalah patut bagi Kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun

dengan Allah. yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada Kami dan

kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri
(Nya).”"

A2

12

Ahmad Rofiq, Figh..., him 137-145.
"™ Ibn Rusyd, Bidayah...,hlm. 259.
" QS. Yusuf (12):38
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Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah)
Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah
tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan
itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak
menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia

tidak mengetahui.”’’?

Kedudukan kakek menempati kedudukan bapak, jika bapak tidak ada.
Ini sama dengan kedudukan cucu laki-laki garis laki-laki menempati
kedudukan anak laki-laki jika yang terakhir ini tidak ada. Maka wajar kiranya

apabila kakek menghalangi saudara untuk mewarisi.

Dilihat dari derajat kekerabatannya, kakek juga lebih dekat daripada
saudara-saudara. Kakek adalah kelompok ushul atau ubuwwah dan
saudara-saudara adalah kelompok menyamping atau ukhuwwah. Dalam
prinsip penerimaan bagian ashabah, kelompok ubuwwah menerima
bagian terlebih dahulu daripada kelompok ukhuwwabh. Ini sejalan dengan
sabda Rasulullah SAW :

S5 ey daY sed G L Llal sl dlllsad]
(ke gze)

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya

masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada ‘ashabah yang
lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari Muslim).

Selainitu, kakek hanya dapat dihijab oleh bapak, sementara saudara-saudara
dapat dihijab oleh bapak, anak laki-laki dan cucu laki-laki garis laki-laki. Di
sinilah kedudukan kakek tampak jelas lebih utama daripada saudara. Selain
itu, jika kakek dapat menerima bagian warisan melalui 2 cara, yaitu ashabul

furudh dan ‘asabah, saudara-saudara hanya menerima bagian ‘asabah

" QS. Yusuf (12):40
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Ali ibn Abi Thalib, Ibn Mas’ud, Zaid ibn Tsabit dan beberapa Sahabat lain
berpendapat bahwa kakek hanya dapat menghijab saudara-saudara seibu,
tetapi tidak dapat menghijab saudara-saudara sekandung dan saudara-
saudara seayah. Mereka beralasan bahwa status kakek dan saudara-saudara
setaraf, dan oleh sebab itu saudara-saudara dapat mewarisi bersama
kakek.''®

Dari kalangan ulama pendiri mazhab, yang sependapat dengan Ali di atas
adalah Imam Malik Imam Syaft'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal."” Ulama
Hanafiyah juga ada yang menyetujuinya, yaitu Muhammad ibn al-Hasan al-
Syaibany dan Qadi Abu Yusuf.'"® Alasan yang mereka ajukan adalah :

a. Saudara dan kakek hubungan kekerabatannya dengan si mati sama-

sama melalui garis bapak.

b. Tidak ada ketentuan nas yang menunjukkan bahwa kakek menghijab
saudara-saudara. Karena itu, kedua-duanya memiliki hak yang sama

dalam menerima bagian.

¢.  Meskipun Zaid ibn Tasbit menempatkan cucu laki-laki garis laki-laki
pada kedudukan anak laki-laki, ia tidak menempatkan kakek persis

sama dengan kedudukan bapak.

Ibn Rusyd yang menganggap bahwa perbedaan pendapat para ulama
adalah karena terdapat pertentangan 2 giyas, memilih pendapat bahwa
kakek dapat menghijab saudara-saudara. Sementara itu, mayoritas ulama
mengikuti pendapat kedua, yaitu memberi hak kepada saudara-saudara
menerima warisan bersama kakek. Hanya saja, mereka menghendaki agar

bagian saudara-saudara tidak sama dengan bagian yang diterima kakek.

Dengan demikian ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian

masalah kakek bersama saudara:

1.  Apabila kakek dan saudara tidak bersama dengan ahli waris lain,

memberi kakek bagian yang lebih menguntungkan dari 2 perkiraan :
a. 1/3 dari harta warisan

b. Muqgasamah, artinya kakek berbagi sama dengan saudara-

saudara. Jika ada saudara perempuan, ketentuan lizzakari

"®lbn Rusyd, Bidayah..., him. 259. Lihat juga Fatcur Rahman, limu...,, him. 272.
" Muslich Maruzi, Pokok-Pokok llmu Waris (Semarang : Mujahidin, 1981), him. 69.
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mitslu hazzil untsayain atau laki-laki menerima dua kali bagian

perempuan diberlakukan.

Dari perkiraan diatas dapat ditegaskan, apabila saudara-saudara terdiri
dari 2 orang atau lebih, kakek lebih untung menerima bagian 1/3.
sebaliknya kakek akan lebih untung menerima bagian mugasamah
bersama saudara, apabila saudara hanya satu orang. Misalnya, ahli
waris si mati terdiri dari kakek dan saudara laki-laki sekandung. Harta
warisannya sejumlah Rp.120.000.000,-. Bagian masing-masing
adalah:

1)  Perkiraan kakek mendapat bagian 1/3

Kakek 1/3  1/3x3=1 1xm=4o.ooo.ooo
Saudara ABN 3-1=2 2 2xmzso.ooo.ooo

2)  Perkiraan kakek mugasamah bersama saudara

« 120.000.000

Kakek 1 1 =60.000.000

Saudara 1 1xm=60.000.000
Jadi bagian kakek adalah mugasamah dengan saudara, mewndapat
bagian Rp. 60.000.000,-. Lebih menguntungkan daripada menerima
bagian 1/3 sebesar Rp. 40.000.000,-.
Apabila saudara terdiri dari 2 orang, kakek dapat memilih antara
bagian 1/3 dan mugasamah. Misalnya, ahli waris terdiri dari kakek dan
2 saudara seayah. Harta warisannya Rp. 240.000.000,-. bagian masing-

masing adalah :

1)  Perkiraan 1/3 untuk kakek

Kakek 1/3  1/3x3=1 1XM=80.000.000
2Sdrseayah ABN 3-1=2 2 2x240'02ﬂ:160.000.000
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2)  Perkiraan mugasamah

Kakek 1 1xw: 80.000.000
240.000.000
2 Sdr seayah 2 ZXf =160.000.000

Jadi kakek mendapatkan bagian yang sama antara 1/3 dari harta
warisan dan mugasamabh, yaitu Rp. 80.000.000,- dan masing-masing
saudara seayah mendapatkan Rp. 80.000.000,-.

Contoh berikut ini adalah kakek lebih menguntungkan mendapatkan
bagian 1/3 dari harta warisan. Ahli waris terdiri dari kakek, 3 saudara
laki-laki dan 2 saudara perempuan sekandung. Harta warisannya

sebesar Rp 480.000.000,-. bagian masing-masing adalah :
1) Perkiraan 1/3 untuk kakek

Kakek 1/3 1/3x3=1 1XM=16O.OOO.OOO
3 Sdra skdg

ABG 3-1=2 2 2x480'03ﬂ=320.000.000

2 Sdri skdg

Saudara laki-laki masing-masing mendapatkan bagian 2/8 x Rp
320.000.000,- = Rp 80.000.000,-. Sedangkan saudara perempuan
masing-masing mendapatkan bagian 1/8 x Rp 320.000.000,- = Rp
40.000.000,-.

2)  Perkiraan mugasamah

Kakek 2 ZX%%O'OOO =96.000.000
3Sdraskdg 6 6XM = 288.000.000
2Sdriskdg 2 ZXW =96.000.000

Masing-masing saudara menerima bagian 1/3 x Rp 288.000.000,-
= Rp 96.000.000,-, dan saudara perempuan menerima 1/2
X Rp 96.000.000,- = Rp 48.000.000,-. Bagian kakek lebih
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menguntungkan menerima 1/3 yakni Rp 160.000.000,- daripada
mugasamah yang hanya menerima Rp. 96.000.000,-.

2. Apabila kakek dan saudara disertai ahli waris lain, penyelesaiannya
adalah memberikan bagian yang lebih menguntungkan dari 3

perkiraan :

a.  1/6 harta warisan

b.  1/3 dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)
c.  Mugasamah dari sisa antara kakek dan saudara

Contoh pertama:

Harta warisan sebesar Rp 360.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari

suami, kakek dan saudara seayah. Bagian masing-masing adalah :

1)  Perkiraan kakek menerima 1/6 bagian

360.000.000

Suami 1/2 1/2x6=3  3x=— =0 = 180.000.000
Kakek 1/6 1/6x6=1 1xm — 60.000.000
Sdra seayah ABN 6 — 4 =2 2xm = 120.000.000

2)  Perkiraan kakek menerima 1/3 sisa

Suami 1/2 1/2x6=3 3Xw = 180.000.000

(Sisa 360.000.000 - 180.000.000 = 180.000.000)

Kakek 1/3 1/3x3=1 3xw=60.000.000

Sdra seayah ABN 3-1=2 2xm= 120.000.000

3) Kakek menerima mugasamah bersama saudara dari sisa

Suami 1/2  1/2x6=3 3xw=180.000.000

(Sisa 360.000.000 - 180.000.000 = 180.000.000)

Kakek 1/2 1/2x2=1 1xm: 90.000.000
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.000.000
Sdra seayah 1/2 1/2x2=1 1x%= 90.000.000

Dari ke-3 perkiraan di atas dapat diketahui bahwa bagian kakek yang
lebih menguntungkan adalah mugasamah dari sisa bersama saudara,
yaitu mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,-
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Perhitungan
Pembagion Kewarisan Bagi
Ahli Waris Yang Mempunyai

Kasus lertentu

A. KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN

1. Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Warisan

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris
yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk

merealisasikan hak kewarisannya, diperlukan syarat-syarat berikut :

a. Ketika orang yang mewariskan meninggal, ia sudah berwujud di

dalam rahim ibunya.
b. Dilahirkan dalam keadaan hidup.

Rasulullah SAW. Menjelaskan tanda-tanda hidup dengan sabdanya sebagai
berikut :

(M\ ool °‘ﬁ)) Sy Jjj}.u J.@:w‘\ >
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"Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi warisan.” (Riwayat
Ashab al-Sunan)

Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab al-Musnad meriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW. bersabda :

(.L?‘T °b)) J.@.I«g e Lﬁ"d\ g Y

“Bayi tidak bisa menerima bagian warisan sehingga ia berteriak (menangis).”
(Riwayat Ahmad)

Bagian Yang Diterima Anak Dalam Kandungan

Untuk menentukan berapa bagian warisan yang diperoleh bayi di dalam
kandungan, karena masih belum jelas diketahui jenis kelaminnya, caranya
adalah memberi bagian yang lebih menguntungkan dari perkiraan-
perkiraan jenis kelamin bayi, dan bila mungkin juga ada perkiraan bayi
akan lahir tunggal atau kembar.

Menurut Abu Yusuf, untuk menentukan bagian si bayi, cukup diperkirakan
satu saja, baik laki-laki atau perempuan. Karena pada umumnya bayi dalam

kandungan akan lahir tunggal.""? Abu Yusuf merujuk kepada kaidah :

Y ley ae b e e ol o) Jigdi of Lol

“Pada dasarnya pertanyaan atau pembicaraan berlaku pada hal-hal yang

umum dan lumrah bukan pada hal yang janggal dan langka.”

Pemberian bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan,
dimaksudkan agar apabila bayi lahir ternyata meleset dari perkiraan
semula, maka bagian warisan yang disediakan tetap mencukupi, dan tidak
akan sedikitpun mengurangi hak-haknya. Sebaliknya, jika ada kelebihan
dari yang seharusnya diterima, dapat dibagikan kepada kepada ahli waris
lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah kesepakatan
para Ulama dalam memberikan bagian kepada bayi yang masih dalam

kandungan ibunya.

Contoh-Contoh

" Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris. .., him. 187.
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Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, ayah, dan isteri yang

sedang hamil. Harta warisannya Rp. 480.000.000,-. Berapa bagian

masing-masing ahli waris ?

1)

Perkiraan perempuan (tunggal)

lbu: 1/6 1/6 x 24=4 4xw = 80.000.000
Ayah: 1/6+ 'Abn SXW =100.000.000

Isteri: 1/8 1/8 x 24=3 BXW =60.000.000
Anak Pr: 1/2 1/2x24=12 12xw =240.000.000
Perkiraan laki-laki (tunggal)

Ibu: 1/6  1/6x24=4 4XW = 80.000.000
Ayah: 1/6  1/6x24=4 4XM =80.000.000
Isteri: 1/8 1/8x24=3 3xw =60.000.000
Anak lk-lk : 'Abn 12XM =260.000.000

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya suami dan ibu yang sedang

hamil. Harta warisannya Rp. 144.000.000,-. Berapa bagian masing-

masing ahli waris ?

1)

Perkiraan perempuan (tunggal)

Suami: 172 1/2x6=3 3xw — 54.000.000
lbu: 1/3 1/3x6=2 2xw — 36.000.000
Sdr.Pr.:1/2 1/2x6=3 3xw — 54.000.000

Perkiraan laki-laki (tunggal)
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« 144.000.000

Suami: 1/2 1/2x6=3 3 =72.000.000

lbu:  1/3 1/3x6=2 zxw — 48.000.000

Sdr. Lk2: 'Abn 1Xw= 24.000.000

3)  Perkiraan perempuan (kembar)

« 144.000.000

Suami: 1/2 1/2x6=3 3 =54.000.000

bu:  1/6 1/6x6=1 1xwz18.000.000

« 144.000.000

2Sdr.Pr.: 2/3 2/3x6=4 4 =72.000.000

4)  Perkiraan laki-laki (kembar)

Suami:  1/2  1/2x6=3 3xm = 72.000.000

« 144.000.000

lbu : 176 1/6x6=1 1 = 24.000.000

" 144.000.000

25dr. Lk2.: 'Abn 2 =48.000.000

KEWARISAN ANAK ZINA DAN ANAK LI'AN

Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan

Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut
ketentuan agama. Pengertian ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa
yang menjadi aturan adalah hukum agama.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa anak zina tidak dapat mewarisi harta
ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara
mereka. Anak zina hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan

saudara-saudaranya yang seibu.
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Demikian juga sebaliknya jika anak zina itu meninggal dunia, maka harta
peninggalannya hanya dapat diwarisi oleh ibu dan saudara-saudaranya
yang seibu.

Kedudukan Anakl Li'an Dalam Kewarisan

Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina,
bahwa ia akan menerima laknat Allah SWT apabila tuduhannya terhadap

isterinya berzina ternyata tidak benar.

Apabila perzinaan yang dituduhkan suami terhadap isterinya itu benar
dan kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak
li'an. Sudah barang tentu anak tersebut akan ditolak oleh ayahnya karena
dianggap bukan anak darah dagingnya. Jadi anak li'an dapat didefinisikan
sebagai anak yang kehadirannya tidak diakui oleh suami ibunya (melalui
sidang pengadilan),’® meskipun antara suami dan isteri tersebut terikat

dalam status perkawinan yang sah.

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menyebutkan,
"bilamana li‘an terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya, dan
anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas

dari kewajiban memberi nafkah

KEWARISAN ORANG BANCI (KHUNTSA MUSYKIL)

Definisi Khuntsa Musykil

Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa khuntsa itu adalah :

o o el ol sz Jlafl ol ge o
\MW‘L@JA@.&

“Orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan (sekaligus),
atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.”

Untuk penentuan status seorang khuntsa, apakah terkategori laki-laki
atau perempuan, dapat dilihat dari ciri khas kencingnya, condong arah
syahwatnya, keinginannya, atau tanda-tanda lainnya yang menunjuk
kepada kelaki-lakian atau keperempuanan seseorang. Apabila seorang

khuntsa tidak mempunyai tanda-tanda yang tidak menunjukkan kelaki-

120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung : Humaniora utama, 1991/1992), him. 65.

"' Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris..., him. 122.
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lakian atau keperempuanannya - sehingga sulit diketahui statusnya -

dinyatakanlah ia sebagai khuntsa musykil.

Jadi yang dimaksud dengan khuntsa musykil adalah seseorang yang
mempunyai keganjilan dalam organ tubuhnya serta tidak mempunyai
tanda-tanda khusus yang dapat menunjukkan kelaki-lakian atau
keperempuanannya, sehingga sulit (tidak dapat) diketahui statusnya (laki-

laki atau perempuan).

Bagian Yang Diterima Khuntsa Musykil

a. Menurut pendapat Imam Hanafi, Muhammad al-Syaibani dan Abu
Yusuf dalam salah satu pendapatnya menyatakan, bahwa khuntsa
musykil diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan (laki-laki atau

perempuan), dan bagian terbesar diberikan kepada ahli waris yang lain.
Contoh:

1)  Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, ayah, anak
perempuan dan anak yang statusnya khuntsa musykil. Harta
warisannya Rp. 720.000.000,-. Berapa bagian masing-masing ahli
waris ?

Perkiraan perempuan :

« 720.000.000

lbu: 1/6  1/6 x6=1 1 =120.000.000

Anak Pr: 2/3 2/3x6=4 4xm — 480.000.000

Anak Pr:

« 720.000.000

Ayah: 1/6+'Abn 1 =120.000.000

Khuntsa musykil menerima bagian separoh atau
1/2 x Rp 480.000.000 = Rp. 240.000.000.

Perkiraan laki-laki :

lbu: 1/6  1/6 x6=1 1XM= 120.000.000

" 720.000.000

Anak Pr: 'Abg 4 =480.000.000
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Anak lk-lk:  Ayah:1/6 1xw= 120.000.000

Khuntsa musykil yang diperkirakan laki-laki menerima bagian
dua kali bagian perempuan atau 2/3 x Rp. 480.000.000 = Rp.
320.000.000,- dan anak perempuan menerima bagian 1/3 x Rp.
Rp. 480.000.000 = Rp. 160.000.000.

Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian
perempuan (Rp. 240.000.000). Sementara bagian ibu Rp.
120.000.000,-, anak perempuan Rp. 240.000.000,-, dan ayah Rp.
120.000.000,-.

b. Menurut pendapat Ulama Syafiiyah, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ibn
Jarir,'? khuntsa musykil dan ahli waris lain diberikan bagian terkecil
dari dua perkiraan (laki-laki atau perempuan). Sisanya ditangguhkan
hingga ada kejelasan jika dimungkinkan. Atau penyelesaiannya
diserahkan kepada kesepakatan bersama ahli waris. Yang penting,
di dalam menyelesaikan pembagian harta antara keluarga, keadilan
harus ditempatkan sebagai prinsip utama.

- lbu menerima : Rp. 120.000.000,-
- Anak perempuan menerima : Rp. 160.000.000,-
- Anak khuntsa menerima : Rp. 240.000.000,-.

- Ayah menerima : Rp. 120.000.000,-

Jumlah : Rp.640.000.000
Sisa harta sebesar (Rp. 720.000.000,- - Rp. 640.000.000,-) =

Rp.80.000.000,- ditangguhkan atau diselesaikan menurut kesepakatan

ahli waris.

¢.  Menurut pendapat fugaha Malikiyah, Hanabilah dalam satu
pendapatnya, Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah, khuntsa musykil
dan ahli waris yang lain diberikan separoh dari dua perkiraan (laki-laki
atau perempuan).
120.000.000+120.000.000

- lbu : > =120.000.000

" Fatcur Rahman, IImu Waris, him. 488.
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160.000.000+240.000.000

- Anak Pr : 5 =200.000.000
- Anak khuntsa : 320'000'000;240'000'000 = 280.000.000
- Ayah : 120.000.000-12-120.000.000 — 120.000.000

D. KEWARISAN ORANG HILANG (AL-MAFQUD)

1. Definisi Orang Hilang (Al-Mafqud)
Menurut Hasanain Muhammad Makhluf, al-Mafqud adalah orang yang tidak
diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya,
tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui pula apakah masih hidup

atau sudah meninggal dunia.'®

Sedangkan menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri, al-Mafqud adalah :

Sy opy and by ady e OLE e sa 3524

\
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“Orang yang mafqud (hilang) adalah orang yang telah lama meninggalkan

kampung halamannya, tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui apakah

ia dalam keadaan hidup atau mati.”
2. Pertimbangan Hukum Dalam Mencari Kejelasan Status Hukum Al-Mafqud

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan di dalam mencari

kejelasan status hukum al-mafqud

a. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara syar’i.
sebagaimana kaedah iuleods colWSTac Ly culWiyang artinya :“yang
tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan.
Misalnya ada orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan
kesaksian bahwa si fulan yang hilang (al-mafqud) telah meninggal
dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk
memutuskan status kematian al-mafqud. Dalam kapasitasnya sebagai

al-muwarris, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta

' Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris fi al-Syari‘at ..., him. 191.

" Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris. .., him. 122.
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kekayaannya dapat dibagi kepada ahli warisnya. Karena keputusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, perlu

dihormati dan dilaksanakan.

Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian al-mafqud. Pertimbangan
dan upaya hukum demikian memang tidak cukup kuat secara hukum,
akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi atau

acuan hukum, seperti :

1) Khalifah Umar bin Khattab pernah memutuskan perkara al-
mafqud melalui perkataan beliau yang diriwayatkan imam
Bukhari.

pol s BB ga ol 5 | Lergy s Tl
sl ely) JE F 1ies edl dayl da & G
(el

“Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi suaminya yang mana
ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, maka ia diminta
menanti selama 4 tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia
menjalani masa tunggu (ber’iddah) selama 4 bulan 10 hari. Setelah
ituia menjadi halal (untuk menikah dengan laki-laki lain).” (Riwayat
al-Bukhari dan al-Syafi’i).

2) Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, Imam Syafi'i dan
Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa
hakim dapat menjatuhkan vonis kematian al-mafqud dengan
pertimbangan hukum apabila orang yang sebaya dengannya
tidak ada lagi yang hidup.

3) Hampir sama dengan pendapat di atas, yaitu rata-rata umur
manusia berkisar antara 70-90 tahun. Abd al-Malik al-Majsyun
menetapkan 90 tahun dan Ibn Abd al-Hakam menetapkan 70

tahun.

4)  Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat, bahwa yang perlu lebih
ditekankan adalah pertimbangan situasi hilangnya al-mafqud
pada saat kepergian dan tempat yang menjaditujuannya. Apakah
situasi dan tujuannya dapat diduga mengancam keselamatan al-

mafqud atau tidak.
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Kedudukan Al-Mafqud Dalam Kewarisan
Mengenai kedudukan mafqud dalam kewarisan, Hasanain Muhammad

Makhluf mengemukakan: '

“Apabila seseorang dinyatakan hilang, maka dalam pemilikan hartanya ia
dianggap masih hidup. Hartanya tidak boleh diwarisi seakan-akan ia masih
hidup secara hakiki, dan ia masih tetap dalam pemilikan hartanya. Harta
tersebut harus tetap dijaga sampai jelas keadaannya. Dan dalam menghaki
harta orang lain, ia dianggap sebagai orang yang telah meninggal dunia, ia
tidak dapat mewarisi harta orang lain (ahli warisnya) seakan-akan ia telah
meninggal secara hakiki, namun bagian yang seharusnya ia terima dari harta

peninggalan itu ditangguhkan sampai jelas keadaannya.”

MUNASAKHAH

Definisi Munasakhah

Dalam hal harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan belum
dibagikan kepada ahli warisnya, kemudian di antara ahli waris tersebut
ada yang meninggal dunia, maka pembagian harta peninggalannya dapat
dilakukan sekaligus dengan cara memindahkan atau memberikan bagian
penerimaan harta peninggalan ahli waris yang meninggal tersebut kepada
para ahli warisnya. Pemindahan bagian penerimaan harta semacam ini

dinamakan Munasakhah.

Bentuk-Bentuk Munasakhah dan Penyelesaiannya

Bentuk-bentuk munasakhah ada dua (2), yaitu :

1) Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari
orang yang mati belakangan adalah juga ahli waris bagi orang yang
mati duluan.

2)  Ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari
orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang
mati duluan. Seandainya tidak terjadi kematian yang kedua, ia tidak
dapat mewarisi harta orang yang mati duluan.

a.  Munasakhah bentuk pertama
Untuk menyelesaikan munasakhah bentuk pertama tidak mengalami
kesulitan, karena dalam pembagiannya tidak perlu adanya pembagian
harta 2x.

' Hasanain Muhammad Makhluf, Al-Mawaris. .., him. 191.
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Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebanyak
Rp. 300.000.000,-. Ahli waris 2 anak laki-laki (A dan B) dan 2 anak
perempuan (Cdan D). Sebelum harta warisan dibagi, salah seorang ahli
waris (anak laki laki A) meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan
ahli waris yang lain selain ketiganya. Maka pembagiannya sekali saja,
yaitu :

Anak laki-laki B 2/4 x Rp 300.000.000,- = Rp 150.000.000,-

Anak Perempuan C 1/4 x Rp 300.000.000,- = Rp 75.000.000,-

Anak Perempuan D 1/4 x Rp 300.000.000,- = Rp 75.000.000,-

Andaikata anak laki-laki A meninggalkan harta sebanyak Rp
100.000.000,-, maka uang tersebut dikumpulkan menjadi satu
sehingga menjadi Rp. 400.000.000,-, maka :

Anak laki-laki B 2/4 x Rp 400.000.000,- = Rp 200.000.000,-

Anak Perempuan C 1/4 x Rp 400.000.000,- = Rp 100.000.000,-

Anak Perempuan D 1/4 x Rp 400.000.000,- = Rp 100.000.000,-
Munasakhah bentuk kedua

Munasakhah bentuk kedua ini adalah ahli warisnya yang mati
belakangan bukan ahli warisnya orang yang mati pertama, maka
penyelesaiannya adalah pertama-tama harta peninggalan orang yang
mati duluan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, kemudian
harta peninggalan orang yang mati belakangan dibagi kepada para
ahli warisnya.

Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebanyak
Rp. 600.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki (A)
dan seorang anak perempuan (B). Sebelum dilakukan pembagian
kepada kedua ahli warisnya, anaknya yang laki-laki (A) menyusul
meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan
(C) (cucu bagi orang yang meninggal duluan). Berapa bagian masing-
masing ahli waris ?

Penyelesaian pertama:

Anak lk-1k
(A) 2 2/3 xRp.600.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
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Anak Pr
(B) 1 1/3 xRp.600.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

Penyelesaian kedua :

Anak Pr (C)
12 1/2x2=1 1% P:A00:000000 o 06 600.000-
sdri (B)
Rp.400.000.
Amg 2-1=1 1xw=Rp. 200.000.000,-

Dengan demikian, penerimaan mereka masing-masing :

1) Anak perempuan orang yang mati duluan yang berstatus
saudara kandung dari orang yang mati belakangan aialah 1
saham + 1 saham = Rp. 200.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp.
400.000.000,-.

2)  Anak perempuan orang yang mati belakangan ialah 1 saham =
Rp. 200.000.000,-
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Hilbah, Wasiat Dan
Wasiat Wajibah

HIBAH

Definisi Hibah

Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab figh jika
dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya
dibahas dalam bab-bab mu‘amalah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut Sayid Sabig, hibah ialah suatu akad yang isinya memberikan

sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.'?

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan
bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.'*

Dalam hukum adat, hibah ialah pemberian benda tetap oleh orang tua
kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang anak

yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah

126

As-Sayid Sabig, Figh..., him. 535.

I Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, Figh..., him. 257.
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tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang

sebagai modal hidupnya.'?®
Dua syarat supaya seseorang dapat menghibahkan harta bendanya, yaitu:
a.  Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun
b. Berakal sehat
2. Dasar Hukum Hibah

Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur’an. Hanya
saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan
sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam al-

Qur’an.

(1)  Surah al-Bagarah ayat 62.

/ ﬂ‘
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“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-
orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka
yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal

saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada

kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.’?

(2) Surah al-Munafiqun ayat 10

“Danbelanjakanlah sebagiandariapayangtelah Kamiberikan kepadamu

sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia

berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)

B Ter Haar Bzn,, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Prad-

nyaparamita, 1980), him. 238.
12 QS. Al-Bagarah (2) : 62
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ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah

dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”'*°

(3) Beberapahadisyang menunjukkanadanyaanjuran untukmemberikan

sebagian rizkinya.
Rukun dan Syarat Hibah
Adapun rukun dan syarat hibah adalah sebagai berikut :
a. Adanya orang yang menghibahkan
b. Adanya orang yang menerima hibah
c.  Adanya pemberian

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat
ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai
sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212. Meski bagi orang tua boleh
menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari
pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan

kezhaliman.

WASIAT

Definisi Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurusi
hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat
merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan
setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang

yang berwasiat itu meninggal.
Dasar Hukum Wasiat
Dasar hukum wasiat adalah :

Surah al- Baqarah ayat 180.

)
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“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan

(1
’l

N

£3

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat

130 QS. Al-Manafiqun (63) : 10.
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untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah)

kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

(2) Surah al-Maidah ayat 106.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua
orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan
dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua
saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah)
Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk
kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula)
Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau

demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa’.
3. Cara Melakukan Wasiat
Wasiat dapat dilakukan dengan cara:

(1) Dengan cara tertulis, yaitu apa-apa yang perlu diwasiatkan itu ditulis

dengan jelas.

Wasiat dengan cara ini lebih baik karena menunjukkan sikap kehati-

hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan sepeninggalnya.
(2) Dengan cara mendatangkan 2 orang saksi laki-laki yang adil.

Jika pemberi wasiat tidak dapat menulis, hendaklah ia memanggil
2 orang laki-laki yang dipercaya, jujur, dan adil untuk menyaksikan

wasiat yang ia berikan kepada orang yang ia tunjuk.
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4.  Ketentuan Wasiat

Untuk melaksanakan wasiat perlu diperhatikan beberapa ketentuan

sebagai berikut :

(1) Tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang yang

berwasiat.

(2) Jangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat
bagian cukup. Jika hal ini dilakukan, wasiatnya tidak sah. Wasiat yang
tidak sah tidak boleh dilaksanakan.

5. Rukun Wasiat
Rukun-rukun wasiat adalah :
(1) Orang yang memberi wasiat
(2) Orang yang menerima wasiat
(3) Hartayang diwasiatkan

(4) Ucapan atau pernyataan yang disebut shigat.

C. WASIAT WAJIBAH

Wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau
lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal
dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau
benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan

tertentu pula.

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahman
dapat dibenarkan. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak memperhatikan

anjuran syari‘at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur
kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa
tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima
wasiat.

2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal

penerimaan laki-laki 2x lipat bagian perempuan.*’

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta kepada

orang-orang yang secara kekerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi

™! Fatcur Rahman, IImu..., him. 63.
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kedudukannya termasuk klasifikasi dzawil arham atau ghairu waris, misalnya

cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946,
sebagaimana dikutip Fatchur Rahman, menetapkan wajibnya pelaksanaan
wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak

mewasiatkannya.'*?

Bahkan pelaksanaannya harus didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang
lain ditunaikan. Sudah barang tentu dilaksanakan setelah kebutuhan perawatan

jenazah dipenuhi dan pelunasan hutang si mati dibayarkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap sebagai hasil ijma’ ulama
Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang

berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai
193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta

warisan anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak
angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena Kompilasi
Hukum Islam (KHI) telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan
(plaatvervullings) sebagai alternatif pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau
perempuan yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu
daripada si pewaris, dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh

melebihi bagian ahli waris yang diganti.

132

Ibid., him. 65.
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Kewarisan Dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI)
di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari
pendapat Jumhur Fugaha (termasuk Syafiiyah di dalamnya). Namun, dalam

beberapa hal terdapat pengecualian.

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian

tersebut, antara lain, adalah :
1. Mengenai anak atau orang tua angkat

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fugaha, anak angkat tidak
saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini
diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari

pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 171 (h) :
Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

Pengadilan.
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Pasal 209 :

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai
193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari

harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.
2. Mengenai Bagian Ayah

Bagian ayah, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris
meninggalkan far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki
garis laki-laki, dan cucu perempuan garis laki-laki); 1/6 bagian ditambah
sisa apabila pewaris meninggalkan far'ul waris, tetapi tidak ada far’ul waris
laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki); dan menerima
‘ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan far'ul waris. Sedangkan
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian ayah apabila pewaris tidak
meninggalkan far'ul waris adalah 1/3 bagian. Hal ini sebagaimana termaktud

dalam pasal di bawah ini :
Pasal 177 :

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,

bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Mengenai Dzawil Arham

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak
menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris dzawil
arham. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini
keberadaan dzawil arham jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar
hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawil arham ini sudah
menjadi kesepakatan Jumhur Fugaha.
4.  Mengenai Radd

Dalam masalah radd ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengikuti
pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam
pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan
kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana termaktub

dalam pasal di bawah ini :
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Pasal 193:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil
furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka
penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ‘ashabah, maka pembagian harta
warisan tersebut dilakukan secara raad, yaitu sesuai dengan hak masing-

masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Sikap tegas yang ditempuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
yang hanya memberikan satu pilihan, tidak terlepas dari misi unifikasi
hukum, agar dalam menyelesaikan pembagian warisan tidak menimbulkan
keraguan bagi pihak-pihak yang mempedomaninya. Sedangkan menurut

jumhur Fugaha, suami atau isteri tidak berhak menerima radd.
Mengenai wasiat wajibah dan ahli waris pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah
meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakikatnya, diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub

dalam pasal di bawah ini:
Pasal 185 :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang

tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua

angkat, justru lebih mendapat penekanan/perhatian. Hal ini sebagaimana

tertuang dalam pasal di bawah ini :
Pasal 209 :

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai
193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari
harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.
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Pasal 185 di atas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya
meninggal terlebih dahlu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang
tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima
harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya
menjadi ahli waris pengganti , sebagaimana dalam BW dikenal istilah
Plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama
bagi para cucu), walaupun tidak seperti Plaatsvervulling dalam BW, ini
sejalan dengan doktrin Mawali Hazairin dan cara succession perstrepsi dan
prinsip representasi yang dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian,
dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak
boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang
diganti.

Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan
tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Empat Imam Mazhab.
Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah
meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan
melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam
Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

6. Mengenai Pengertian Walad

Dalam menafsirkan kata-kata walad pada ayat 176 Surah al-Nisa, Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibnu Abbas
yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun
anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun
perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan
darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi terhijab.

Hal ini tersirat dari ketentuan pasal di bawah ini :
Pasal 182:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang
ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau ayah, maka ia
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau
seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan

saudara perempuan.
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Beberapa Gagasan
Pembaruan Dalaom Pembagian
Warisan

A. PELAKSANAAN HIBAH

Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab figh jika
dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas
dalam bab-bab mu’amalah.

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah ialah
suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.'*?
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.'**

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan
oleh seorang 2 s kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang
dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah.

Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki
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As-Sayid Sabigq, Figh..., him. 535.

B Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, Figh..., him. 257.
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dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meningga dunia. Di samping
itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan

kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan memperbolehkannya.'**

Hibah dalam hukum figh bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada

orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan.

Istilah hibah ini banyak dipergunakan dalam pewarisan menurut hukum
adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo
atau B.ter Haar Bzm yang menyatakan bahwa pengertian kewarisan adalah
meneruskan dan mengoperkan harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya,
baik berupa kekayaan materiil dan immaterial, kepada keturunannya, baik ketika
ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.'*® Jadi istilah hibahpun masuk

dalam kategori kewarisan menurut hukum adat.

Hibah sendiri dalam pengertian hukum adat ialah pemberian benda tetap
oleh orang tua kepada anak atau orang-orang tertentu, misalnya apabila seorang
anak yang sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah
tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang sebagai

modal hidupnya.™’

Dengan adanya hibah dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan
suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana
kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan, dalam
memberikan hibah kepada anak-anaknya, orang tua dapat bersikap adil, tidak
boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya

diberikan kepada sebagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah
pemberian hibah itu kepada anak-anak - sebagian ulama berpendapat bahwa
hibah menyesuaikan dengan kewarisan. Sebagian yang lain berpendapat
bahwa hibah itu harus sama, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan anak
perempuan -'*8,. Perbedaan tersebut dapat difahami dan dimaklumi, bahkan
keduanya-duanya dapat diakomodir, dengan catatan misalnya tidak adanya

perbedaan antara anak-laki-laki dan anak perempuan dalam menerima hibah

b Fatcurrahman, lImu..., him. 57.
1% Soepomo, Bab-bab..., him. 81. Lihat juga Soerojo Wignjodipoero, Pengantar..., him.161.
¥ B, Ter Haar Bzn,, Asas-Asas..., him. 238.

¥ Imam Muchlas, Waris...., him. 69-70.
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dapat diterima apabila semua ahli waris sepakat dan ikhlas dengan apa yang

telah diberikan orang tua kepada mereka.

Meskipun demikian, ketentuan kewarisan seperti yang tercantum di dalam
al-Qur’an tetap dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi pewaris yang
akan menghadap kepada sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan
kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang

seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.

Yang jelas, pemberian hibah jangan sampai dilakukan untuk menghijab
atau menghalangi bagian salah satu ahli waris, yang apabila pewaris meninggal
dunia, sebenarnya ia mendapatkan warisan, tetapi karena sudah dihibahkan
pewaris kepada ahli waris lain semasa hidupnya, maka ia tidak mendapatkan
apa-apa.

Contoh:

Seorang laki-laki mempunyai isteri (A) dan 2 orang anak perempuan (B), serta
seorang saudara laki-laki (C). Jika seandainya laki-laki tersebut meninggal dunia
dan meninggalkan harta warisan sebanyak Rp.12.000.000,00, maka, menurut
hukum waris Islam (faraid), masing-masing ahli waris akan memperoleh bagian

sebagai berikut:

(A) Isteri 2 1/8 Rp. 1.500.000,00

(B) 2 orang anak pr 1 2/3

Rp. 8.000.000,00

(C) Seorang Saudara laki-laki : Asabah = Rp. 2.500.000,00

Jumlah

Rp. 12.000.000,00

Karena laki-laki tersebut tidak ingin harta kekayaannya jatuh ke tangan
orang lain — meskipun saudaranya sendiri — maka ia hibahkan seluruh harta

kekayaannya (selain bagian isteri) kepada anak perempuannya.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dan

kemungkinan besar juga akan membuat keluarga menjadi tidak harmonis.

B. PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN MUSYAWARAH DAN
MUFAKAT (SULUH)

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunah. Para
ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk

ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (dalalah) gath’iy. Namun
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dalam kenyataannya, musyawah dan mufakat (suluh) ini sering dilakukan oleh

masyarakat secara berulang-ulang.

Meskipun pada awalnya istilah musyawarah dan mufakat (damai) ini
dipergunakan untuk musyawarah dan damai dalam masalah-masalah umum,
tetapi dapat juga dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam

rangka membagi harta warisan.'**

Selainitu, menurut Ahmad Rofig, dengan cara suluh (damai) memungkinkan
ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli
waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara

keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.'*

Dalamhalini,KompilasiHukumlslam (KHI) sebenarnyatelahmengakomodasi
sistem pembagian warisan dengan cara suluh (damai) ini dalam pasal 193 yang
menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam

pembagian harta warian setelah masing-masing menyadari bagiannya.” '*'

Kompilasi dengan klausal di atas menghendaki agar pembagian warisan
dengan cara suluh (damai) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang
diterima, sebagaimana di atur dalam al-Qur‘an tentang furud al-muqgaddarah.
Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang
ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian
ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberika kepada
yang lain adalah tindakan yang sangat positi dan terpuji,'*> atau semuanya
diserahkan kepada kesepakata ahli waris untuk menentukan bagian mereka
masing-masing.

Meminjam istilah usul fikih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam
masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan urf. Kata lain yang
semakna dengan ‘urf, adalah adat atau kebiasaan. Secara sosiologis, dalam
masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan

dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. '

"**Imam Muchlas, Waris. .., him. 67.

" Ahmad Rofig, Figh..., him. 199.
" Departemen Agama RI, Bahan..., him. 203.
Ahmad Rofiq, Figh..., him. 200.

' Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998),
him. 6.
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Hal ini sejalan dengan dengan kaidah yang berbunyi al-adah muhakkamah
artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. ** Kebiasaan semacam ini menjadi
kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-

norma adat yang tumbuh dalam keadaran masyarakat.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian warisan dengan cara suluh
(damai) sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan
ketentuan syara’ sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi

di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara suluh (damai).

Jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara suluh (damai) tidak
otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian suluh

(damai) ini berdasarkan ayat al-Qur‘an yang berbunyi:
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“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,
Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” '*
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“mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.
Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu

bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu;

" Narun Harun, Usul Figh (Jakarta: Logos, 1996), him. 141.
" QS. al-Nisa (4): 128.
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dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang

beriman."*
: f”;; @\Wutﬁatwﬂnwumwub
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“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah
kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai
surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya

Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,

supaya kamu mendapat rahmat.” '

Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris
yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris.
Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli
waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin
mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli
waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain,
sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya

sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang
mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan

bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat
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QS. Al-Anfal (8): 1.
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atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris
ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka
faraid, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan
memberikan kesempatan bagi prinsip “kerelaan” untuk lebih berperan. Hal ini
terbukti ketika ahli waris tidak menemui kata sepakat, yang berarti kerelaan di
antara ahli waris tidak ada, maka satu-satunya alternatif adalah menjalankan

ketetapan sebagaimana termaktub dalam hukum kewarisan Islam.

Berbagai alasan mungkin mendorong sebagian ahli waris merelakan
sebagain haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya, ia adalah seorang yang
berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris
yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak
yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, ia menyadari bahwa yang
paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang
dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu
mendapatkan warisan yang lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.

Pada prinsipnya cara perdamaian (suluh) adalah cara yang dibenarkan,
agar suasana persaudaaan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian
itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang

haram, maka diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

< £
“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian)

untuk menghalalkan yang haram dan engharamkan yang halal.” '*

Meskipun demikian, praktek pembagian harta warisan berdasarkan

musyawarah dan mufakat (suluh) ini harus pula memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
1. Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak
yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena dalam
pembagian warisan berdasarkan musyawarah (suluh) memungkinkan
adanya sebagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya
baik secara keseluruhan mapun sebagiannya. Masalah pengguguran hak
milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang,
berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara
hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila

' Lihat Muhammad Salam Mazkur, Peradilan dalam Islam, ter. Imron AM (Surabaya: Bina limu, 1990),

him. 44.
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dilakukan oleh seseorang secara suakarela dan sedang mempunyai

kecakapan bertindak.

2. Pembagian waris berdasarkan musyawarah dan mufakat (suluh) dilakukan
bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada
berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan
yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian
anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian waris berdasarkan

musyawarah (suluh).

Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan
berhukum kepada ketentuan Allah dan Rasul-NYA. Dengan kata lain, musyawarah
yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-
NYA yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan
kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-NYA.

C. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Konsep harta bersama ini telah diatur dalam UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Ini berbeda dengan harta bawaan atau pemberian dari orang tua masing-masing,
karena harta bawaan status kepemilikannya tetap berada pada masing-masing
yang menerima harta tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 UU No.
1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: (1) Harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing
suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah,
atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak

tidak menentukan lain.'*

Prakteknya, sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada,
dibagi dua terlebih dahulu. Separoh diberikan kepada pasanmgan hidup yang
lebih lama, seperti diatur dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1):
Apabila terjadi cerai amti, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan
yang hidup lebih lama.*° Separoh sisanya baru dibagi dengan sistem pembagian

warisan.

B Departemen Agama R, Bahan..., him. 124. Lihat juga lbrahim Hosen, Harta Bersama Suami Isteri dan
Kaitannya dengan Harta Peninggalan, dalam Laporan Hasil Seminar Hukum waris Islam (Jakarta: Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, t.t.), him. 24.

120 Departemen Agama RI, Bahan..., him. 185.
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Misalnya seorang pewaris meninggalkan harta warisan sebesar Rp.
50.000.000,00. dan ahli warisnya terdiri dari seorang isteri , seorang anak
perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara
perempuan sekandung. Maka harta sebesar Rp.48.000.000,00. dibagiduaterlebih
dahulu Rp. 24.000.000,00. diberikan kepada pewaris dan Rp. 24.000.000,00.
diberikan kepada isteri Rp. 24.000.000,00. bagian pewaris dibagikan kepada ahli

waris dengan ketentuan:

Isteri :1/8 =Rp. 3.000.000,00

1 anak perempuan 2172 Rp. 12.000000,00

1 cucu pr dari anak laki-laki : 1/6 Rp. 4.000000,00

1 sdr pr sekandung : Asabah = Rp. 5.000.000,00

Jumlah = Rp. 24.000.000,00

Menurut keterangan Abu Daudi, berdasarkan cerita orang-orang tua dulu,
konsep pemikiran tentang harta yang diperoleh suami isteri selama hidupnya
atau yang lebih dikenal dengan harta bersama ini (dimana apabila salah seorang
di antaranya ada yang meninggal dunia, maka harta itu harus dibagi dua lebih
dulu, separoh hak suami dan separohnya hak isteri. Kemudian yang separoh
itulah yang dibagi menurut hukum faraid), adalah salah satu pemikiran Syekh
Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam kitab al-faraid. Namun
sayangnya, kitab ini tidak pernah diterbitkan dan naskah aslinyapun sudah tidak

ada lagi.™

Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengomentari, bahwa apabila konsep harta
bersama ini memang betul-betul hasil pemikiran Syekh Muhammad Arsyad
al-Banjari, berarti ia telah berusaha untuk “menyantuni aspek lokalitas”, dan ini
merupakan sebuah pengembangan radikal dari hukum Islam. la bukan semata
telah beranjak dari konsep figh klasik, melainkan lebih dariitu, ia telah dari diktum
resmi al-Qur’an.’»? Corak pemikiran seperti ini cukup layak untuk mentahbiskan
al-Banjari sebagai potret pemikir ideal mazhab Syafi'i, walaupun hanya masuk

dalam jenjang mujtahid fatwa atau tarjih.'*®

"' Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar) (Martapura: Yayasan Pendi-
dikan Islam Dalam Pagar, 2003), him. 79.

"2 Abdurrahman Wahid, Pengembangan Figh Kontekstual, dalam Pesantern No. 2/Vol. I/ Th. 1985, him. 4.

'** Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKis,

2005), him. 41.
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Sebenarnya pembagian harta bersama ini hanya terjadi dalam masyarakat
dimana di situ terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama
dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas ‘urf atau istiadat
dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara harta suami hak milik isteri
dan suami. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat
istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah

tangga.

Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah
tangga, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan,
diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal isteri terhadap
suami, isteri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi
suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami,
bukan dianggap harta bersama dengan isteri. Isteri berkewajiban memelihara
harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana isteri mempunyai penghasilan,
misalnya mengambil upah menyusukan anak orang lain, atau sebagai penjahit
pakaian, atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak dicampurbaurkan
dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu
saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai
uang isteri untuk menutupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah
berutang kepada isteri yang wajib dibayar di kemudian hari. Dalam kondisi
seperti ini, bilamana salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah
tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah
dari semula. Harta hasil pencaraian suami adalah hak milik suami, dan sebaliknya
harta hasil pencarian isteri adalah hak milik isteri. Dengan demikian, apabila
suami meninggal dunia, maka isteri hanya mendapat bagian warisan dari harta
suami dengan ketentuan: isteri mendapat 1/4 apabila suami tidak mempunyai

anak, dan 1/8 apabila suami mempunyai anak.

Lain halnya dengan masyarakat Islam dimana adat istiadat yang berlaku,
dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara harta suami dan
harta isteri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta pencarian
isteri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan
menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina
kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh
setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami istri, tanpa

mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh
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harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami
sebagai kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak
dipersoalkan lagi siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya.
Begitulah sifat kegotongroyongan lebih menonjol dalam masyarakat seperti
ini. Jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus
diselesaikan sebelum pembagain harta warisan adalah penyelesaian pembagian

harta bersama.

Tradisi adanya harta berama ini dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kebendaan kepada pasangan yang hidup lebih lama. Karena
mereka telah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dari nol hingga
akhirnya berhasil, tetapi sayang pasangannya harus mendahului dipanggil Yang
Kuasa. Maka wajar jika pasangan hidupnya mendapatkan separoh dari harta

yang dikumpulkan sebelum dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Kalau ahli warisnya yang lain hanya anak dari pewaris, mungkin tidak ada
persoalan. Akan tetapi kalau ahli warisnya adalah saudara laki-laki pewaris, yang
selama kehidupan berumah tangga suami isteri tidak tahu menahu, kemudian
ketika pewaris meninggal karena tidak mempunyai keturunan, maka isteri
hanya mendapat 1/4 dan selebihnya untuk saudara pewaris. Hal ini tentu sangat
ganjil. Karena itulah harta bersama ini diambil separoh untuk diberikan kepada

pasangan yang masih hidup. Baru setelah itu dibagi dengan sistem warisan.

Meskipun pelaksanaan hibah, pelaksanaan waris berdasarkan musyawarah
dan mufakat (suluh), dan pembagian harta bersama secara normatif berbeda
dengan konsep kewarisan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi
konsep-konsep seperti ini patut untuk diapresiasi dan disosialisasikan, karena
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya juga tidak mengada-ada, tetapi

realistis dan adil.
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